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1.1.

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan hambatan
pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus menjadi alat
pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi
pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB yang terakhir diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan gabungan dari 2
unit OPD yaitu Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian.
Unsur lingkungan hidupnya digabung dengan Dinas Kehutanan, kemudian unsur
penelitiannya digabung ke Bappeda Provinsi NTB. Dengan demikian, ruang
lingkup tanggungjawabnya menjadi semakin besar dari bagian hulu sampai
dengan hilir.

Dinas LHK NTB berperan penting dalam pencapaian misi pembangunan
daerah periode 2019-2023, khususnya pada misi ke-4 “NTB Asri dan Lestari” dan
misi ke-5 “NTB Sejahtera dan Mandiri”. Program/kegiatan prioritas mengarah
pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga menjadi
pendukung dalam pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian tanaman
pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan terhadap PDRB.

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang
Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Kehutanan di tingkat Provinsi,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, juga dituntut melakukan
pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan
menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang
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1.2

1.3.

baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan = sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB Tahun 2021 ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil
kinerja yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2021. Laporan ini menjadi salah
satu dokumen yg mendasari upaya perbaikan untuk pelaksanan program kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome
demi terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2021 ini adalah :

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTB Tahun 2021.

2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2021

Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK
Provinsi NTB di Tahun 2021

Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, yang kebijakannya
menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat NTB, sekaligus pengendalian
terhadap keberlangsungan seluruh sektor pembangunan dan Urusan Pemerintahan
Pilihan Bidang Kehutanan, melakukan pengelolaan sumberdaya alam pada
hamparan lebih dari 50% dari luas Provinsi NTB, mulai dari pesisir hingga
gunung.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mengacu pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Nusa Tenggara Barat Nomor 82
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan strategis dibidang LHK;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang LHK;
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3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi dibidang LHK;
Pelaksanaan administrasi dinas dibidang LHK;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugas.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB dibantu oleh 18 (delapan belas) UPTD yaitu :

1. Balai Laboratorium Lingkungan

2. Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional

3. Balai Taman Hutan Raya Nuraksa

4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat

5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura

6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur

7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang

8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brangrea Pucak Ngengas
9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh

10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu

11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh

12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang

13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang

14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo

15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi
16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada
17. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora

18. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa

UPTD tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Usunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana
Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun
2018.

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
sampai dengan bulan Desember 2021 tercatat sebanyak 426 orang.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas LHK Provinsi NTB
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1.4.

Isu Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada
permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan
adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam.

Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan
kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal,
yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun,
penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan
hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran
rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal
sumberdaya alam (illegal logging, illegal fishing, illegal mining) masih lemah. Pada
Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) pada periode 2017-2021 beserta permasalahan yang menjadi isu strategis.

Tabel 1. 1 Kondisi IKLH Tahun 2017-2021

Indikator 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,16 | 64,56 | 68,58 | 69,89
Indeks Kualitas Air 74,63 | 40,23 | 50,98 | 45,10
Indeks Kualitas Udara 87,17 | 87,40 | 88,63 | 88,52
Indeks Kualitas Tutupan Lahan 66,56 | 65,67 | 66,74 | 65,59
Indeks Kualitas Air Laut -| 68,14 67,49 | 80,22

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah
yang dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui
penanganan sampah dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan
penanganan sampah, terutama pada TPA Kebon Kongok yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya lahan TPA, kurangnya sarpras untuk
pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung peningkatan volume sampah.

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengaruhi kondisi
lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB yaitu : Kelembagaan pengelola
hutan belum operasional secara optimal, Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
masih terbatas serta masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Selain itu,
masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masih
luasnya lahan kritis yang tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan.

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 578.645,97 Ha atau sekitar 29%
dari luas wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat
didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Lahan kritis paling luas
terdapat di Kabupaten Bima yaitu 161.120,5 Ha. Bila dibandingkan dengan luas
wilayah per Kabupaten, persentase kekritisan lahan terbesar berada di Kabupaten
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Lombok Utara yaitu 54.74% dari luas wilayahnya. Untuk wilayah didalam kawasan
luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Bima 57,554.79 Ha sedangkan wilayah
diluar kawasan luas lahan kritis terbesar yaitu Kabupaten Sumbawa 110,814.28 Ha.
Perbandingan luas lahan kritis dengan luas daerah per kabupaten tertinggi untuk
wilayah didalam kawasan hutan tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat
yaitu 57.33% sedangkan untuk wilayah diluar kawasan tertinggi terdapat di
Kabupaten Lombok Tengah 53.25%. Faktor penyebab lahan kritis adalah
[perambatan hutan, penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan
sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan
belum berjalan, pola pengelolaan lahan tidak konservatif dan pengalihan status lahan
untuk berbagai kepentingan.

Nilai IKLH NTB yang dicapai tahun 2021 berdasarkan perhitungan masing-
masing nilai IKA dan IKU yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan IKTL yang dihitung secara mandiri oleh Dinas LHK,
yaitu sebesar 68,05. Hal ini berarti, nilai IKLH tahun 2018 mengalami kenaikan
sebesar 3,49 poin dari tahun 2020 yang sebesar 64,56. Kenaikan yang signifikan
diakibatkan adanya penyempurnaan metode perhitungan pada komponen IKA. Pada
komponen IKA, Pada tahun 2021 perhitungan IKA disempurnakan kembali dengan
mengacu pada surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2021 tanggal 4 Desember 2021 perihal Metode
Perhitungan IKLH 2021-2024. Perhitungan IKA menggunakan 8 parameter, yaitu
pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Fosfat, Fecal Coliform. Perhitungannya
menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks
pencemar semakin buruk kualitas airnya. Sementara pada komponen IKTL,
parameter yang dinilai adalah memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan
dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, dan
kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% dan
sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman
keanekaragaman hayati. Kemudian untuk indeks kualitas udara (IKU), parameter
yang diukur tetap, yaitu SO2 dan NO2.

Tabel 1. 2 Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2018 — 2021

2021
Target | Realisasi
IKLH 75,16 64,56 68,58 67,98 69,59
Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Indikator 2018 2019 2020

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air (IKA).
Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan
ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut capaian nilai
IKA Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir.
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Tabel 1. 3 Indeks Kualitas Air Tahun 2018 — 2021

2021

Indikator 2018 2019 2020
Target Realisasi

Indeks Kualitas Air 74,63 40,23 50,98 42,83 45,10

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Dalam perkembangannya (Tahun 2009-2021) perhitungan IKLH telah
mengalami beberapa kali penyempurnaan Tahun 2018 terdapat 2 indikator yang
disempurnakan yaitu IKA dan IKTL. Di tahun 2021, jumlah parameter disesuaikan
kembali sesuai dengan surat Dirjen PPKL perihal Metode Perhitungan IKLH 2021-
2024 sebanyak 8 parameter. Data time series di atas nilainya fluktuatif dan
cenderung tidak dapat dibandingkan perkembangannya dikarenakan menggunakan
metode perhitungan yang berbeda-beda. Terdapat penurunan nilai IKA sebesar 5,88
poin dari Tahun 2020 ke 2021. Penurunan nilai IKA diindikasikan adanya sumber
pencemaran dari kegiatan domestic masih dominan sebagai penyebab penurunan
kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen lainnya dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara.
Capaian nilai IKU Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Indeks Kualitas Udara 2018-2021

2021

Indikator 2018 2019 2020
Target Realisasi

Indeks Kualitas Udara 87,17 | 87,40 | 88,63 87,53 88,52

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Melihat perkembangan/tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya
cenderung melampaui target dari tahun ke tahun.. Peningkatan nilai IKU ini
diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian
pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS,
tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan monev unit
usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui penanaman seluas
10.270,5 ha yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan
polusi udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu komponen dari
IKLH yang digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan
pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Data capaian IKTL 2018-2021 dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 1. 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2018-2021

2021
Indikator 2018 2019 2020
Target Realisasi
Indeks Kualitas 66,56 65,67 | 66,74 66,56 65,67
Tutupan Lahan

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di
atas 60 selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan
meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi
sektor kehutanan, serta pengamanan hutan.

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan
keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan
hutan belum terpetakan dengan baik sehingga lokasi dan intensitas gangguan tidak
dapat diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif
dan efisien.

Data hasil identifikasi pada Tahun 2020 s/d 2021 menunjukkan bahwa luas
perambahan di Provinsi NTB mencapai 8.421,29 hektar. Sebagian besar lahan
perambahan saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi
mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi
hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan
lain-lain, jika tidak ditangani dengan segera.

Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting
pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat
sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala
kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola
masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan overlay data
desa sekitar kawasan hutan dan rekomendasi 500 desa miskin yang dirilis oleh
Bappeda NTB, didapatkan sebanyak 200 desa miskin yang berbatasan langsung
dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan paling banyak tersebar
di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48 desa (24%)

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan
kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya
manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi
NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan
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1.5.

Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang sudah berjalan s/d
2021 adalah 80.544,79 ha. Diharapkan konsep Perhutanan Sosial dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan
menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan
masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas
dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan

BAB Il PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan
Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB. Pada bab ini diuraikan gambaran secara singkat
sasaran yang ingin diraih oleh masing-masing seksi/bidang/balai serta kaitannya
dengan visi dan misi Dinas LHK NTB. Rencana kinerja tahun bersangkutan
disajikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran program dan indikator
keberhasilannya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian
Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya.
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2.1.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB harus menyusun
perjanjian kinerja dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sumber daya yang
tersedia. Sasarannya yang telah ditetapkan secara optimal diupayakan pencapaiannya
melalui penjabaran Rencana Strategis 2019-2023 dan didetilkan melalui Perjanjian
Kinerja Tahunan.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: “Membangun Nusa Tenggara
Barat yang Gemilang”. Dengan visi tersebut diharapkan NTB dapat berperan besar di
kancah nasional dan internasional sekaligus merupakan komitmen bahwa percepatan dan
lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata
rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing,
tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang
gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023.
Dari keenam misi tersebut, yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan adalah :

a) Misi 4 NTB ASRI dan LESTARI melalui Pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan yang berkelanjutan;

Pada Misi 4, Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab atau OPD
utama. Tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan
persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator yaitu meningkatnya Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan neraca pengelolaan sampabh.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta
tuyjuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan dan guna
tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang
ditetapkan maka diperlukan strategi berdasarkan penjabaran dari misi. Upaya
pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi
sebagai berikut :

1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta limbah B3;

2. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim;

3. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;

4. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan regional,

10| LAKIP Tahun 2021



5.
6.

Peningkatan upaya konservasi dan partisipasi masyarakat di bidang kehutanan;

Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dilindungi

Lebih lanjut strategi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan menjadi arah kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun sebagai berikut :

1.
2.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Melaksanakan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;

Melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
Melaksanakan pengendalian limbah B3;

Melaksanakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
provinsi.;

Melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) provinsi;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi;

Penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup;

Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan
hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;

Melaksanakan kegiatan penghargaan lingkungan hidup;

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim;

Melakukan peningkatan kinerja pengelolaan sampabh;

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampabh;
Mengoptimalkan sarana dan praasarana penanganan sampah;

Melakukan pengelolaan keanekaragaan hayati;

Melakukan pengelolaan Tahura;

Melakukan kegiatan perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya;

Melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS;

Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan;

Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
kehutanan.

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar proses
penyempurnaan dokumen Renstra Dinas LHK yang telah dilakukan tahun 2021 melalui
hasil pendampingan bersama Inspektorat Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, dan
Kemenpan RB sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut
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Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran dalam dokumen RENSTRA Dinas LHK NTB 2019-2023 (setelah penyempurnaan)

No. Tujuan Indikator Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tujuan 2021 | 2022 | 2023 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Meningkatnya | Indeks Kualitas 42,83 42,93 |43,03 | Menurunnya beban | Persentase usaha/kegiatan | 90% 100% 100%
Kualitas Air Air pencemar air yang dengan sistem
dan Udara bersumber dari pembuangan limbah sesuai
Indeks Kualitas 70,29 | 70,89 | 71,48 | usaha/kegiatan standar
Air Laut
Indeks Kualitas 87,53 | 87,56 | 87,59 | Meningkatnya Persentase titik pantau 100% 100% 100%
Udara kualitas udara udara perkotaan yang
perkotaan memenuhi standar baku
mutu ambien
2 | Meningkatnya | Indeks Kualitas 67,70 | 68,70 | 69,70 | Kawasan Hutan dan | Persentase luas kawasan 41% 41% 41%
Kualitas Lahan | Lahan Lahan yang hutan dan lahan lestari
dipertahankan
kelestariannya
Berkurangnya lahan | Persentase penurunan 11,79% | 19,69% | 32,04%
kritis lahan kritis
3 | Terwujudnya Persentase 40% 50% | 60% | Meningkatnya Presentase Penanganan 50% 60% 70%
NTB Zero desa/kelurahan Cakupan Sampah
Waste yang telah Penanganan Sampah
melaksanakan :
pengelolaan Meningkatnya Presentase Pengurangan 20% 25% 30%
sampah Cakupan Sampah
Pengurangan
Sampah
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2.2. Indikator Kinerja Utama

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama
sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam
RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah Indikator
Kinerja Dinas LHK NTB mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

SASARAN INDIKATOR PENJELASAN (Formulasi Pengukuran,

No STRATEGIS KINERJA UTAMA | Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)

1. | Meningkatnya kualitas | Indeks Kualitas Air Formulasi : Menggunakan metode indeks

air pencemaran air sungai
dengan 8 (delapan)
parameter yaitu pH, DO,
BOD, COD, TSS, Nitrat,
Total Phosphat TP, dan
Fecal Coliform

Tipe Perhitungan : Tahunan

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas
air di sungai prioritas
nasional

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi
kualitas air Provinsi NTB

Indeks Kualitas Air Formulasi : Menggunakan 5 (lima)

Laut parameter pengukuran yaitu
yaitu TSS, DO, Minyak dan
Lemak, Amonia Total, dan
Orto-Fosfat

Tipe Perhitungan : Tahunan

Sumber data : Hasil pemantauan kualitas
air laut

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi

kualitas air laut Provinsi NTB

2. | Meningkatnya kualitas | Indeks Kualitas | Formulasi Perhitungan : perhitungan
udara Udara berdasarkan 2 pencemar udara
SO2 dan NO2

Tipe Perhitungan : Tahunan

Sumber data : pemantauan kualitas udara
pada kawasan-kawasan
tranpsortasi, pemukiman,
industri dan komersial

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi
kualitas udara Provinsi NTB

3. | Meningkatnya kualitas | Indeks Kualitas | Formulasi Perhitungan :
tutupan lahan Tutupan Lahan memperhitungkan tutupan
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No

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA UTAMA

PENJELASAN (Formulasi Pengukuran,
Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)

lahan berupa tutupan
vegetasi hutan serta tutupan
Belukar dan Belukar Rawa
pada kawasan hutan dan
fungsi lindung Lahan dengan
kemiringan >25%, sempadan
sungai, pantai, danau, RTH
yang terdiri dari Kebun
Raya, Taman Kehati, Hutan
Kota, Taman Kota , dan
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (di APL)

Tipe Perhitungan : Tahunan

Sumber data : Hasil analisis citra satelit
tutupan lahan dan dinamika
vegetasi

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi
kualitas tutupan lahan
Provinsi NTB

Meningkatnya kinerja
pengelolaan sampah

1. Persentase
penanganan
sampah

2. Persentase
pengurangan
sampah

Formulasi Perhitungan : Akumulasi
Persentase penanganan
timbulan sampah di TPA
(total sampah masuk ke TPA
se-NTB/total proyeksi
timbulan sampah x 100%) dan
persentase pengurangan
sampah (total sampah yang
diolah oleh masyarakat/ total
proyeksi timbulan sampah x
100%)

Tipe Perhitungan : Tahunan

Sumber data : data sampah masuk di TPA
se-NTB, data sampah yang
diolah masyarakat melalui
bank sampah, TPS 3R,
pengepul, maupun pengolahan
sampah secara mandiri oleh
masyarakat/swasta

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi
pengelolaan sampah di
Provinsi NTB

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang
dikelolanya. Untuk Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB diperjanjikan antara Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi
dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi/organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dapat dilihat
pada Tabel.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Menurunnya beban pencemar air Persentase usaha/kegiatan dengan 90 %
yang bersumber dari usaha/kegiatan sistem pembuangan limbah sesuai
standar
2 | Meningkatnya kualitas udara Persentase titik pantau udara 100 %
perkotaan perkotaan yang memenuhi standar
baku mutu emisi
3 | Kawasan Hutan dan Lahan yang Persentase luas kawasan hutan dan 41 %
dipertahankan kelestariannya lahan lestari
4 | Berkurangnya lahan kritis Persentase penurunan lahan kritis 11,79 %
5 | Meningkatnya Cakupan Penanganan Presentase Penanganan Sampah 50 %
Sampah
6 | Meningkatnya Cakupan Pengurangan Presentase Pengurangan Sampah 20 %
Sampah

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada
para pihak terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Salah satu
bentuk akhir pertanggung jawaban adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Kinerja (Akuntabilitas Kinerja). Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka
dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik /
Masyarakat.

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka
waktu satu tahun, sebagai bahan untuk menilai kinerja organisasi dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan,
untuk itu diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi
tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan
Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan
menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk
mengukur capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif
terhadap capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah,
diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk
setiap kebijakan / program / kegiatan Penetapan indikator kinerja ini didasarkan
pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Barat tahun 2019-2023 yang telah mendapatkan pengesahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan
hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat
capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara
berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam
laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah.
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3.1.
3.1.1.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat
memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang
telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun
2021.

Capaian Kinerja Organisasi
Capaian Kinerja berdasarkan Target Renstra

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar proses
penyempurnaan dokumen Renstra yang telah dilakukan tahun 2021 melalui hasil
pendampingan bersama Inspektorat Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, dan
Kemenpan RB. Dokumen Renstra mengalami perbaikan pada penambahan tujuan dan
indikator tujuan OPD, sasaran strategis dan indikator sasaran OPD, hingga indikator
kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan 4 (empat) parameter pengukurnya yaitu
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan pada dokumen Renstra sebelumnya menjadi indikator kinerja
level sasaran, setelah proses penyempurnaan menjadi indikator kinerja level tujuan.
Sehingga, pada level sasaran strategis dan indikator kinerjanya mengalami
penyesuaian untuk mendukung tujuan Dinas LHK NTB. Proses penyempurnaan
tujuan dan sasaran strategis Dinas LHK dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas LHK Setelah Penyempurnaan

No. Tujuan Ir;(::;ila:l?r 2021 ’gggget 2023 Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2021 Tza(;'zgze t 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Meningkatnya | Indeks Kualitas 42,83 42,93 43,03 Menurunnya beban Persentase 90% 100% 100%
Kualitas Air Air pencemar air yang usaha/kegiatan dengan
dan Udara Indeks Kualitas 70,29 70,89 71,48 bersumber dari sistem pembuangan
Air Laut usaha/kegiatan limbah sesuai standar
Indeks Kualitas 87,53 87,56 87,59 Meningkatnya kualitas | Persentase titik pantau 100% 100% 100%
Udara udara perkotaan udara perkotaan yang
memenuhi standar baku
mutu ambien
2 | Meningkatnya | Indeks Kualitas 67,70 68,70 69,70 Kawasan Hutan dan Persentase luas 41% 41% 41%
Kualitas Lahan | Lahan Lahan yang kawasan hutan dan
dipertahankan lahan lestari
kelestariannya
Berkurangnya lahan Persentase penurunan 11,79% | 19,69% | 32,04%
kritis lahan kritis
3 | Terwujudnya Persentase 40% 50% 60% Meningkatnya Cakupan | Persentase Penanganan 50% 60% 70%
NTB Zero desa/kelurahan Penanganan Sampah Sampah
Waste yang telah
melaksanakan .
pengelolaan Meningkatnya Cakupan | Persentase Pengurangan 20% 25% 30%
sampah Pengurangan Sampah Sampah

17 |LAKIP Tahun 2021




Keberhasilan pencapaian tujuan Dinas LHK di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan diukur melalui pengukuran nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara,
indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air laut, dan persentase desa/kelurahan
yang telah melaksanakan pengelolaan sampah. Pencapaian nilai indeks kualitas air,
udara, dan air laut pada tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini
disebabkan karena sudah dilakukan proses edukasi dan sosialisasi dalam pengelolaan
persampahan, adanya reward dan punishment dalam pengelolaan lingkungan dalam
bentuk regulasi pengelolaan lingkungan. Sementara untuk nilai indeks kualitas tutupan
lahan masih di bawah target yang diharapkan, dikarenakan masih terdapat lahan kritis
yang belum direhabilitasi karena adanya keterbatasan fiskal daerah dan masih maraknya
okupasi lahan untuk penanaman tanaman semusim. Indikator lainnya yang belum
mencapai target ialah persentase desa/kelurahan yang yang telah melaksanakan
pengelolaan sampah. Hal ini diakibatkan selama 2 (dua) tahun masa pandemic covid-19
alokasi penganggaran untuk pengelolaan persampahan mengalami penyesuaian untuk
penanganan covid-19. Sehingga, dukungan untuk penyediaan sarana dan prasarana
pendukung persampahan sangat terbatas.

1. Indeks Kualitas Air

Target : 42,83
Realisasi : 45,10
Uraian

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 dihitung mempertimbangkan segmen hulu,
tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk mendapatkan data IKA, sampel
diambil di beberapa sungai di wilayah NTB yaitu Tojang, Sari, Babak, Ancar, Segara,
Dodokan, Brang Rea, Brang Biji, Rabalaju, dan Padolo. Langkah selanjutnya adalah
melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Capaian indikator Indeks
Kualitas Air tahun 2018-2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Indeks Kualitas Air Tahun 2018 — 2021

Indikator 2018 2019 2020 2021

Indeks Kualitas Air 74,63 40,23 50,98 45,10
Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Data IKA NTB 2021 belum secara resmi dipublikasikan melalui buku IKLH seperti
tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021, Kementerian LHK melalui Ditjen
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sudah melakukan upaya
percepatan rilis data melalui website resminya yaitu sebesar 45,10 poin.

2. Indeks Kualitas Udara

Target : 87,53
Realisasi . 88,52
Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Parameter selanjutnya adalah Kualitas udara yaitu parameter yang menunjukkan
kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan
masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-
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satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan dilaksanakan
menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi,
Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan
NO2.

Tabel 3. 3 Indeks Kualitas Udara Tahun 2018 — 2021

Indikator 2018 2019 2020 2021

Indeks Kualitas Udara 87,17 87,40 88,63 88,52
Sumber: Dinas LHK NTB, 2021

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Target : 67,70
Realisasi : 65,59
Uraian

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Indeks kualitas tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu
hijau, mencapai nilai 65,59 poin di tahun 2021. Nilai ini didapat dari perhitungan oleh
Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK.
Metode perhitungan sudah menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang
berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari
tutupan hutan), ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman
Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tabel 3. 4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018 — 2021

Indikator 2018 2019 2020 2021

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan

87,17 87,40 88,63 88,52

4. Persentase Desa/Kelurahan yang telah Melaksanakan Pengelolaan Sampah

Indikator yang mendukung pencapaian NTB Zero Waste ini muncul setelah proses
penyempurnaan dokumen Renstra di tahun 2021. Indikator di atas mendukung tujuan
Dinas LHK NTB yaitu “Terwujudnya NTB Zero Waste”. Target yang ditetapkan yaitu
sebesar 40% desa/kelurahan di NTB dapat melakukan pengelolaan sampah, baik dengan
skema pengurangan maupun penanganan sampah. Namun, 2 (dua) tahun masa pandemic
covid-19 mengakibatkan alokasi penganggaran untuk pengelolaan persampahan
mengalami penyesuaian untuk penanganan covid-19. Sehingga, dukungan untuk
penyediaan sarana dan prasarana pendukung persampahan sangat terbatas. Namun Dinas
LHK NTB tetap memaksimalkan anggaran yang ada dengan terus melakukan upaya
edukasi dan sosialisasi pengelolaan persampahan ke masyarakat. Terdapat 13 desa yang
telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan sampah antara lain :

Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab Lombok Timur;
Kelurahan Dasan Cermen Kec. Sandubaya Kota Mataram;
Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab Lombok Tengah;
Desa Semparu Kec. Kopang Kab Lombok Tengah;

Desa Lunyuk Ode Kec. Lunyuk Kab Sumbawa,;

Desa Labuhan Aji Kec. Badas Kab Sumbawa;

SNk
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7. Desa Midang Kec. Gunungsari Kab Lombok Barat;

8. Kelurahan Melayu Kota Bima;

9. Perumahan Lantana Garden Desa Labuapi Kec Labuapi Lombok Barat;
10. Dusun Kekait Kec. Gunungsari Kab Lombok Barat

11. Kelurahan Matatam Timur Kota Mataram

12. Desa Gapuk Kec. Gerung Kab Lombok Barat

13. Dusun Nyerorot Desa Tanak Awu Kec. Pujut Kab Lombok Tengah

Selain itu, terdapat 8 (delapan) desa yang juga melakukan pengelolaan sampah yang
dapat dilihat dari aspek regulasi terkait perencanaan dan penganggaran di tingkat desa
terkait dengan program pengelolaan persampahan, regulasi tematik dan/atau kebijakan,
sarana prasarana, usaha, inovasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
persampahan. Desa-desa tersebut antara lain :

1. Desa Daha Kec Hu’u Kab Dompu;

Desa Danger Kec Masbagik Kab Lombok Timur;

Desa Gili Gede Indah Kec Sekotong Kab Lombok Barat;
Desa Kembang Kuning Kec Sikur Kab Lombok Timur;

Desa Lunyuk Ode Kec Lunyuk Kab Sumbawa;

Desa Tente Kec Woha Kab Bima;

Desa Tete Batu Selatan Sikur Kec Sikur Kab Lombok Timur;
Desa Selong Belanak Kec Praya Barat Kab Lombok Tengah.

®© Nk W

Untuk mencapai target tahun 2023 Dinas LHK NTB akan melakukan upaya-upaya
strategis dengan membangun komitmen dengan semua pihak khususnya pemerintah
pusat, pemerintah kab/kota, pemerintah desa dan pihak swasta dalam rangka
industrialisasi pengelolaan persampahan.
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Tabel 3. 5 Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Target Renstra Tahun 2021

No. Tujuan Indikator Target Realisasi % Capaian | Sasaran Strategis Indikator Target | Realisasi %
Tujuan Kinerja Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Meningkatnya | Indeks Kualitas 42 .83 45,1 105,3 Menurunnya Persentase 90% 50% 55,56
Kualitas Air Air beban pencemar usaha/kegiatan
dan Udara Indeks Kualitas 70,29 80,22 114,1 air yang bersumber | dengan sistem
Air Laut dari pembuangan
usaha/kegiatan limbah sesuai
standar
Indeks Kualitas 87,53 88,52 101,1 Meningkatnya Persentase titik 100% 100% 100
Udara kualitas udara pantau udara
perkotaan perkotaan yang
memenuhi standar
baku mutu ambien
2 | Meningkatnya | Indeks Kualitas 67,70 65,59 96,9 Kawasan Hutan Persentase luas 41% 41% 100
Kualitas Lahan | Lahan dan Lahan yang kawasan hutan
dipertahankan dan lahan lestari
kelestariannya
Berkurangnya Persentase 11,79% 1,85% 32
lahan kritis penurunan lahan
kritis
3 | Terwujudnya Persentase 40% 1,84 4,6 Meningkatnya Presentase 50% 39,68% 79
NTB Zero desa/kelurahan Cakupan Penanganan
Waste yang telah Penanganan Sampah
melaksanakan Sampah
pengelolaan
sampah
Meningkatnya Presentase 20% 9,34% 47
Cakupan Pengurangan
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No. Tujuan Indikator Target Realisasi % Capaian | Sasaran Strategis Indikator Target | Realisasi %
Tujuan Kinerja Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengurangan Sampah

Sampah

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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3.1.2. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB tahun anggaran 2021
berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB adalah
sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi %.
Capaian
(0] 2) 3 (C)) 6)) ()
1. | Menurunnya beban Persentase 90% 50% 55,56
pencemar air yang usaha/kegiatan dengan
bersumber dari sistem pembuangan
usaha/kegiatan limbah sesuai standar
2. | Meningkatnya kualitas Persentase titik pantau | 100% 100% 100
udara perkotaan udara perkotaan yang
memenuhi standar
baku mutu ambien
3. | Kawasan Hutan dan Persentase luas 41% 41% 100
Lahan yang kawasan hutan dan
dipertahankan lahan lestari
kelestariannya
4. | Berkurangnya lahan Persentase penurunan | 11,79% | 1,85% 32
kritis lahan kritis
5. | Meningkatnya Cakupan | Presentase 50% 39,68% 79
Penanganan Sampah Penanganan Sampah
6. | Meningkatnya Cakupan | Presentase 20% 9,34% 47
Pengurangan Sampah Pengurangan Sampah

Sumber: Dinas LHK NTB, 2021

1. Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan

Indikator : Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai

standar
Target  :90%
Realisasi : 50%
Uraian

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar diukur
melalui jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pembuangan limbah sesuai standar
berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB.
Upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan PROPER dan pembinaan dan
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pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan. Berdasarkan hasil PROPER,
terdapat 3 pelaku usaha mendapat peringkat hijau, 12 pelaku usaha mendapat peringkat
biru, dan 3 lainnya mendapat peringkat merah. Sementara itu, dalam pembinaan dan
pengawasan ijin lingkungan terdapat 46 dari 104 unit usaha yang sudah melaksanakan
kewajiban taat terhadap pengelolaan lingkungan. Sehingga jumlah usaha/kegiatan yang
sudah melakukan pengelolaan limbah sesuai standar berdasarkan hasil pembinaan dan
pengawasan Dinas LHK adalah 61 dari 120 unit usaha/kegiatan atau sebesar 50,83%.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator di atas pada tahun 2019-2021
disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Perbandingan persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah
sesuai standar dengan tahun sebelumnya

Aspek Pengukuran / Tahun
No. . o Satuan
Indikator Kinerja 2019 2020 2021
Persentase usaha/kegiatan dengan sistem % 50,87 50,41 50,41
pembuangan limbah sesuai standar
1 Jumlah pelaku usaha yang mendapat unit 15 15 15
peringkat PROPER Biru/Hijau usaha
2 Jumlah unit usaha yang taat terhadap unit 43 46 46
pengelolaan lingkungan berdasarkan | usaha
hasil pembinaan dan pengawasan
(binwas) ijin lingkungan
3 Total unit usaha sudah melakukan unit 58 61 61
pengelolaan limbah sesuai standar usaha
4 Total unit usaha yang dilakukan unit Proper | Proper | Proper
pengawasan PROPER dan binwas ijin | usaha 217 217 - 18
lingkungan Binwas | Binwas | Binwas
197 : 104 : 104
Total : | Total : | Total :
114 121 121

c. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2021 sudah mencapai 55,56% dari target jangka menengah yang
ditetapkan dalam Renstra sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 8 Perbandingan persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah
sesuai standar dengan target jangka menengah dalam Renstra

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi %.
Capaian
1. | Menurunnya beban Persentase 90% 50% 55,56
pencemar air yang usaha/kegiatan dengan
bersumber dari sistem pembuangan
usaha/kegiatan limbah sesuai standar
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d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar tidak
ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Ssolusi yang Telah
Dilakukan

Capaian di atas belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih terdapat 58
pelaku usaha/kegiatan yang belum taat terhadap ketentuan ijin lingkungannya dan 2
pelaku usaha/kegiatan lainnya yang belum melakukan pengelolaan lingkungan sesuai
ketentuan PROPER. Dinas LHK telah memberikan peringatan berupa teguran tertulis
agar dapat dtindaklanjuti oleh usaha/kegiatan yang bersangkutan.

Dalam rangka penurunan pencemaran air yang bersumber dari usaha/kegiatan, upaya
strategis lainnya yang dilakukan Dinas LHK antara lain :

v’ Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan kajian mengenai
dampak penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan. Pada tahun 2021, Dinas LHK NTB
selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan
pemeriksaan terhadap 38 dokumen lingkungan, antara lain :

Dokumen Amdal : 6 dokumen
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan ;22 dokumen
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup : 1 dokumen
(DELH)

Dokumen Adendum Amdal : 3 dokumen

v' Melaksanakan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta
mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
Dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup, Dinas

LHK NTB melakukan upaya penyelesaian kasus lingkungan yang berasal dari

masyarakat/instansi sebanyak 18 aduan selama tahun 2021. Dinas LHK telah melakukan

verifikasi lapangan ke lokasi usaha/ kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran
sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian.

v' Memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL kepada
para pelaku usaha/kegiatan
Kegiatan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk melihat
kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di lapangan
serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan
lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan
pengawasan terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan pada 152 unit usaha/kegiatan.

27 |LAKIP Tahun 2021



v' Validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan.

Dokumen KLHS wajib disusun dalam penyusunan atau evaluasi dokumen rencana
pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi kawasan dan
Kebijakan/Rencana/Program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko
lingkungan hidup. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan
keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan
pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Dinas LHK NTB berwenang untuk melakukan validasi terhadap dokumen KLHS yang
diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2021, Dinas LHK telah memberikan rekomendasi
validasi terhadap 10 dokumen KLHS, diantaranya ialah 3 dokumen KLHS Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) dan 7 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

v' Partisipasi masyarakat melalui program Kampung Iklim

Masyarakat dapat berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai cara,
salah satunya ialah melalui program yang digagas oleh Kementerian LHK vyaitu
Kampung Iklim.

Program gagasan Kementerian LHK ini fokus pada pemberdayaan desa dalam upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayahnya. Dari 24 lokasi proklim yang
diusulkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2021, berhasil memperoleh 3
(tiga) predikat proklim utama dan 13 lokasi memperoleh predikat proklim madya.

Tabel 3. 9 Daftar Kelompok yang Meraih Predikat Kampung Iklim

STATUS
NO PROKLIM NAMA KELOMPOK PROKLIM
1 Proklim Utama 1 | Proklim Dusun Barantapen, Desa Seruni Mumbul

Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten lombok Timur

2 | Proklim Dusun Kokok Pedek, Desa Sugian,
Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur

3 | Proklim Dusun Sapit, Desa Sapit, Kecamatan Suela,
Kabupaten Lombok Timur

2 | Proklim Madya 1 | Proklim Dusun Kambeng Barat, Desa Sekotong
Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat,
Provinsi NTB

2 | Proklim Dusun Tunggu Lawang Desa Kuripan
Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi NTB

3 | Proklim Dusun Bentenu, Desa Bayu Urip, Kecamatan
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STATUS

NO PROKLIM

NAMA KELOMPOK PROKLIM
Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB

Proklim Dusun Sorisoga, Desa Pekat, Kecamatan
Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB

Proklim Dusun Mekar Sari, Desa Nangamiro,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB

Proklim Dusun Liku, Desa Lasi, Kecamatan Kilo,
Kabupaten Dompu, Provinsi NTB

Proklim Dusun Mada Safahu, Desa Songgajah,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB

Proklim Dusun Rora Barat, Desa Karamabura,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB

Proklim Dusun Menanga Reak, Desa Dara Kunci,
Kecamatan Sambelia, Kabupaten, Lombok Timur

10

Proklim Dusun Penyangkar, Desa Pringgajurang
Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi NTB

11

Proklim Dusun Embang Bangan, Desa Pringgabaya
Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok
Timur, Provinsi NTB

12

Proklim Dusun Asak Siwak, Desa Mareje, Kecamatan
Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB

13

Proklim Dusun Lingko Juet, Desa Cendi Manik,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat

v' Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata

Pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) sekolah yang dilakukan penilaian oleh tim penilai

sebagai persyaratan untuk diajukan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional antara lain :
1. MTsN 2 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

2. SMAN 3 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

3. MA Sayang Ibu, Kabupaten Lombok Barat.

Dari 3 sekolah yang diajukan ke pusat sebagai calon Sekolah Adiwiyata Nasional,
MTsN 2 Sumbawa Kabupaten Sumbawa berhasil meraih predikat sebagai Sekolah
Adiwyata Nasional tahun 2021.

v/ Pembinaan dan pengawasan terhadap unit penghasil dan pengumpul limbah B3

Dinas LHK melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 khususnya
limbah medis pasca penanganan Covid-19 di 14 unit fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas lainnya sebagai fasilitas rujukan Covid-19 di NTB, antara lain :

RSUD Prov. NTB;
RS Kota Mataram;
RS Siloam;

RSU UNRAM,;

AN e
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13.

14

RSUD Kab. Lombok Utara;
RSUD Patut Patuh Patju;
RSUD Praya;

. RSUD Dr. R. Soedjono;

. RSUD Lotim Labuhan Haji;

. RS H. Manambai Abd. Kadir;

Asrama Haji;

. Wisma Seganteng.

v Pemantauan Kualitas Air Sungai/Permukaan

Pemantauan kualitas air sungai tahun 2021 dilakukan pada sungai di 10 kab/kota yang

dilakukan 2 (dua) kali sampling yaitu pada bulan Maret - April dan Agustus - September.
Masing-masing sungai dilakukan sampling pada 6 titik sampling mewakili bagian hulu,
tengah dan hilir sungai. Adapun nama-nama sungai yang menjadi lokasi pemantauan
antara lain:

XNk

9.
10

Sungai Ancar (Kota Mataram)
Sungai Dodokan (Lombok Tengah — Lombok Barat
Sungai Babak (Lombok Barat)
Sungai Tojang (Lombok Timur)
Sungai Segara (Lombok Utara)
Sungai Brang Rea (Sumbawa Barat)
Sungai Brang Biji (Sumbawa)
Sungai Rabalaju (Dompu)
Sungai Sori Padolo (Kota Bima)
. Sungai Sori Jangka (Bima)

v Pemantauan Kualitas Air Laut

Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai

IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mula melaksanakan
pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline
data dalam perhitungan IKAL. Untuk pendampingan pemantauan kualitas air laut tahun
2021, dilakukan 2 (dua) kali sampling yang dilakukan pada Bulan Juli. Dinas LHK NTB
dilibatkan dalam hal pendampingan sampling yang dilakukan pada 15 titik lokasi.

XN R LD =

Adapun lokasi titik pantau yang dimaksud antara lain :

Belakang Pelabuhan Ampenan Lama (Belakang Pertamina TBBM Ampenan;
Area Sekitar Muara Meninting;

Area Batu Layar (Belakang Hotel Jayakarta);

Area Belakang Pura Batu Bolong;

Area Belakang Sheraton Hotel - Rejavilla Resort Belakang Hotel Katamaran;
Pantai Malimbu;

Pemukiman Penduduk Teluk Awang;

Muara Teluk Awang;

Tambak Udang Kampung Bali;

10. Tambak Udang 2;
11. Pelabuhan Tano;
12. DAS Sungai Moyo 1;
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13. DAS Sungai Moyo 2;
14. DAS Sungai Moyo 3.

Hasil uji lab kualitas air laut ini akan digunakan untuk menghitung IKAL (Indeks
Kualitas Air Laut) yang selanjutnya juga secara komposit untuk menghitung nilai IKLH
(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH ini merupakan nilai yang menggambarkan
kualitas lingkungan hidup sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.
Capaian nilai IKAL tahun 2021 adalah sebesar 80,22 (Kategori Baik) dari target 70,29.

v' Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PROPER

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PROPER) difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, antara lain
perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang
berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat,
serta perusahaan publik. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai
instrumen lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen
ekonomi. Disamping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses
informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.

Untuk periode penilaian PROPER tahun 2021 di Provinsi NTB, jumlah kegiatan usaha
sebagai peserta PROPER adalah sebanyak 18 unit usaha yang ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Nomor: SK.30/PPKL/SET/WAS.3/4/2021 tentang Penetapan Peserta Program Penilaian
Peringkat Kinerja Pereusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode 2020-
2021, yang terdiri dari 16 unit usaha yang di evaluasi oleh Tim PROPER Provinsi NTB
dan 2 unit usaha yang di evaluasi oleh Tim PROPER Pusat (KLHK). Unit usaha peserta
PROPER berasal dari berbagai sektor antara lain sektor pembangkit energi dan migas,
pertambangan, AMDK dan sektor Pelabuhan.

Kondisi ketercapaian peringkat PROPER di tahun 2021 ini ialah 3 unit usaha meraih
peringkat Hijau, 12 unit usaha meraih peringkat Biru, dan 3 unit usaha meraih peringkat
Merah.

v Pemeriksaaan, Penilaian Dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan

Persetujuan Teknis

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Persetujuan Teknis adalah persetujuan
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu
lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan amanah peraturan tersebut, Dinas LHK NTB sebagai OPD teknis
yang melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran
dalam proses penerbitan persetujuan teknis dan SLO (surat kelayakan operasional) sesuai
kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2021, Tim Teknis NTB telah melakukan proses pemeriksaan, penilaian
dokumen kajian/standar teknis dan penerbitan pertek dari beberapa unit usaha kegiatan.
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Terdapat 6 unit usaha kegiatan yang sudah mengajukan penerbitan persetujuan teknis
secara rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Daftar Perusahaan yang Mengajukan Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek)

No. Nama Perusahaan Jenis Pertek
1. | PT. Amman Mineral Industri 1. Pertek Pembuangan Air Limbah ke
Laut
2. Pertek Pemenuhan Baku Mutu Ambien
2. | Dinas Lingkungan Hidup Pertek Pembuangan Air Limbah ke
Kabupaten Lombok Barat Badan Air Permukaan
3. | PT. Sarana Bukit Alami 1. Pertek Pemanfaatan Air Limbah untuk
Aplikasi ke Tanah
2. Pertek Pemenuhan Baku Mutu Ambien
4. | RSUD Provinsi NTB 1. Pertek Pembuangan Air Limbah ke

Badan Air Permukaan
2. Pertek Pemenuhan Baku Mutu Ambien

5. | PT. Kosambi Victorylac 1. Pertek Pembuangan Air Limbah ke
Laut

2. Pertek Pemenuhan Baku Mutu Ambien

6. | PT. Sumber Agromina Jaya 1. Pertek Pembuangan Air Limbah ke
Laut

2. Pertek Pemenuhan Baku Mutu Ambien

v Fasilitasi dan Pendampingan MoU dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan
Limbah Non-B3 berupa FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) dari PLTU yang
dihasilkan PLTU di PT. PLN (Persero)

Berdasarkan Pasal 450 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa fly
ash dan bottom ash dari proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik
tenaga uap PLTU merupakan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun terdaftar.
Dalam rangka pengelolaan yang tepat dan berwawasan lingkungan hidup yang dapat
mengurangi beban lingkungan serta mendorong pemanfaatan limbah menjadi sumber
daya alternatif dan mendukung sirkular ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu didorong
kerjasama antara dari berbagai lintas sektor terkait dengan PT. PLN (Persero) mengingat
fly ash dan bottom ash yang dihasilkan mempunyai volume yang besar. Berikut daftar
OPD yang yang telah memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT. PLN yaitu:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTB

Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB

Dinas Sosial Provinsi NTB

Nk v =
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8.

f.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase

usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar, yaitu :

1.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan :
a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.

. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui

kegiatan :
a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) melalui kegiatan :

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan

Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) melalui kegiatan :

1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi.

. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi.

. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

Untuk Masyarakat
a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.
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g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar, dibutuhkan dukungan
dari 6 (enam) program yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Air berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi
Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
l. Persentase 2.11.02  Program | Persentase dokumen % 100 100 100 273.975.200 258.541.125 94,37

usaha/kegiatan | Perencanaan kajian lingkungan

dengan sistem | Lingkungan Hidup | hidup yang telah

pembuangan diintegrasikan ke

limbah sesuai dalam rencana

standar pembangunan
2.11.02.1.01 Dokumen RPPLH, Dokumen 3 2 66,67 162.535.200 156.632.187 96,37
Rencana IKPLHD, dan IKLH
Perlindungan dan | yang disusun
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(RPPLH) Provinsi
2.11.02.1.01.01 Jumlah dokumen | Dokumen 1 0 - 113.694.200 107.918.200 94,92
Penyusunan  dan | RPPLH yang
Penetapan RPPLH | tersusun
Provinsi
2.11.02.1.01.02 Jumlah dokumen Dokumen 2 2 100,00 48.841.000 48.713.987 99,74
Pengendalian pengendalian
Pelaksanaan pelaksanaan RPPLH
RPPLH Provinsi yang tersusun
2.11.02.1.02 Jumlah KLHS yang Dokumen 15 10 66,67 111.440.000 101.908.938 91,45
Penyelenggaraan disusun dan
Kajian divalidasi
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Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi
Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Provinsi
2.11.02.1.02.01 Jumlah dokumen Dokumen 6 3 50,00 68.100.000 62.700.000 92,07
Pembuatan dan KLHS Kawasan
Pelaksanaan Strategis dan
KLHS Rencana dokumen KLHS
Tata Ruang kab/kota yang
divalidasi
2.11.02.1.02.02 Jumlah dokumen Dokumen 8 7 87,50 31.600.000 29.208.938 92,43
Pembuatan dan KLHS
Pelaksanaan RPJPD/RPJMD yang
KLHS disusun/divalidasi
RPJPD/RPJMD
2.11.02.1.02.04 Jumlah dokumen Dokumen 1 0 - 11.740.000 10.000.000 85,18
Pembuatan dan | KLHS
Pelaksanaan untuk KRP yang
KLHS untuk KRP | Berpotensi
yang  Berpotensi | Menimbulkan
Menimbulkan Dampak/Resiko
Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup | yang
disusun/dilaksanakan
2.11.03  Program | Cakupan lokasi yang | lokasi 10 10 100,00 203.617.000 173.955.000 85,43
Pengendalian dikendalikan
Pencemaran pencemaran dan
Dan/Atau kerusakannya
Kerusakan
Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01 Jumlah titik sampel titik 282 800 - 2.983.201.799 | 2.823.245.202 | 94,64
Pencegahan dilakukan sampel
Pencemaran pengawasan
dan/atau pencemaran
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Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi

Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
Kerusakan lingkungan hidup
Lingkugan Hidup
2.11.03.1.01.01 Jumlah titik sampel titik 282 800 283,69 | 2.364.500.000 2.240.000.000
Koordinasi, dilakukan sampel 94,73
Sinkronisasi  dan | pengawasan
Pelaksanaan pencemaran
Pencegahan lingkungan hidup
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan
terhadap Media
Tanah, Air, Udara,
dan Laut
2.11.03.1.01.03 Jumlah Parameter parameter 5 65 1.300 618.701.799 583.245.202
Pengelolaan yang mampu diuji di 9427
Laboratorium Balai Laboratorium '
Lingkungan Hidup | Lingkungan
Provinsi
2.11.03.1.02 Jumlah lokasi lokasi 10 10 100,00 203.617.000 173.955.000 85,43
Penanggulangan pencemaran
Pencemaran lingkungan yang
dan/atau diatasi
Kerusakan
Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.01 jumlah dokumen dokumen 1 1 100,00 203.617.000 173.955.000 | 85,43
Pemberian publikasi hasil
Informasi pemantauan kualitas
Peringatan lingkungan (air
Pencemaran sungai, air laut,
dan/atau udara)
Kerusakan
Lingkungan Hidup
pada Masyarakat
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Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi

Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
2.11.04 Program | Persentase taman % 100,00 0 - 23.583.400 23.507.400 99,68
Pengelolaan kehati yang terkelola
Keanekaragaman
Hayati (KEHATTI)
2.11.04.1.01 Jumlah lokasi lokasi 1 0 - 23.583.400 | 23.507.400 99,68
Pengelolaan pengelolaan taman
Keanekaragaman kehati
Hayati Provinsi
2.11.04.1.01.01 jumlah dokumen dokumen 1 0 - 23.583.400 23.507.400 | 99,68
Penyusunan  dan | siteplan kehati yang
Penetapan ditetapkan
Rencana
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati
2.11.05 Program | Persentase unit usaha | % 90 93,33 103,70 23.083.400 22.843.091 98,96
Pengendalian penghasil limbah B3
Bahan Berbahaya | yang tertib aturan
dan Beracun (B3)
dan Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beracun (Limbah
B3)
2.11.05.1.01 Jumlah unit usaha unit usaha | 14 28 200 23.083.400 22.843.091 | 98,96
Pengumpulan pengumpul limbah
Limbah B3 Lintas | B3 lintas daerah kab
Daerah kota yang tertib
Kabupaten/Kota aturan
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
2.11.05.1.01.02 Jumlah unit usaha unit usaha | 14 28 200 23.083.400 22.843.091 | 98,96
Koordinasi dan | penghasil dan
Sinkronisasi pengumpul limbah

40 | LAKIP Tahun 2021




Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi

Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
Pengelolaan B3 yang tertib aturan
Limbah B3 dengan
Pemerintah  Pusat
dalam rangka
Pengangkutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan,
dan/atau
Penimbunan
2.11.06  Program | Persentase pelaku % 100 44,23 44,23 1.142.444.500 | 1.082.404.621 94,74
Pembinaan dan | usaha yang
Pengawasan menindaklanjuti hasil
Terhadap Izin | pengawasan ketaatan
Lingkungan dan | ijin lingkungan
Izin Perlindungan
dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)
2.11.06.1.01 Jumlah pemegang unit usaha | 20 152 760 1.142.444.500 | 1.082.404.621 94,74
Pembinaan dan | izin lingkungan dan
Pengawasan Izin | izin PPLH yang
Lingkungan  dan | dibina dan diawasi
Izin PPLH yang
diterbitkan  oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi
2.11.06.1.01.01 Jumlah usaha/ usaha/ 20 38 190
Fasilitasi kegiatan yang kegiatan 1.068.970.600 |  1.015.608.200 | 95,01
Pemenuhan difasilitasi perijinan
Ketentuan dan | lingkungannya
Kewajiban Izin
Lingkungan
dan/atau Izin
PPLH
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Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi

Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
2.11.06.1.01.03 Jumlah usaha usaha/ 20 152 760 73.473.900,00 | 66.796.421 90,91
Pengawasan Usaha | dan/atau Kegiatan kegiatan
dan/atau Kegiatan | yang Izin Lingkungan
yang Izin | Hidup, Izin PPLH
Lingkungan yang diawasi
Hidup, Izin PPLH
yang  diterbitkan
oleh  Pemerintah
Daerah Provinsi
2.11.08 Program | Persentase sekolah % 10 3,75 37,50 | 196.834.200 195.605.980 99,38
Peningkatan yang mampu
Pendidikan, memenuhi syarat
Pelatihan Dan | adiwiyata tingkat
Penyuluhan nasional
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
2.11.08.1.01 Jumlah sekolah yg sekolah 10 3 30 196.834.200 195.605.980 99,38
Penyelenggaraan mampu memenuhi
Pendidikan, syarat adiwiyata
Pelatihan, dan | tingkat provinsi
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
untuk  Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat  Daerah
Provinsi
2.11.08.1.01.02 Jumlah sekolah yg sekolah 10 3 30 196.834.200 195.605.980 | 99,38
Pendampingan mampu memenuhi
Gerakan Peduli | syarat adiwiyata
Lingkungan Hidup | tingkat provinsi
2.11.10  Program | Persentase pengaduan | % 100 100 100,00 159.599.000 134.315.335 84,16
Penanganan yang terselesaikan
Pengaduan
Lingkungan Hidup
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Indikator Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi

Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
2.11.10.1.01 Jumlah pengaduan Pengaduan | 20 18 90,00 159.599.000 | 134.315.335 84,16
Penyelesaian masyarakat yang
Pengaduan ditangani
Masyarakat di
Bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH) Provinsi
2.11.10.1.01.01 Jumlah Pengaduan Pengaduan | 15 16 106,67 | 69.447.800 64.807.600 | 93,32
Pengelolaan Masyarakat terhadap
Pengaduan PPLH Provinsi yang
Masyarakat tertangani
terhadap PPLH
Provinsi
2.11.10.1.01.02 Jumlah penyelesaian | pengaduan | 5 2 40 90.151.200 69.507.735 | 77,10
Koordinasi dan | sengketa kasus /kasus

Sinkronisasi
Penerapan Sanksi
Administrasi,
Penyelesaian
Sengketa, dan/atau
Penyidikan
Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan
atau melalui
Pengadilan

lingkungan hidup
yang difasilitasi

Sumber: Dinas LHK NTB, 2021
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2. Meningkatnya kualitas udara perkotaan

Indikator : Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku
mutu ambien

Target : 100%

Capaian : 100%

Uraian

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator di atas diukur melalui kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dengan
menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi,
Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2.
Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur baku
mutu udara ambien, seluruh hasil uji sampel passive sampler sebanyak 87 sampel berada
dibawah baku mutu udara. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa 100% titik pantau udara
perkotaan memenuhi standar baku mutu.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019 dan 2020 pengukuran indikator di atas tetap dilaksanakan
menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi,
Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2.
Pelaksanaan uji dilaksanakan di 10 kab/kota se-NTB dan seluruh hasil uji sampelnya
berada di bawah baku mutu udara sesuai Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang mengatur baku mutu udara ambien.

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan Yang
Memenuhi Standar Baku Mutu Ambien Dengan Tahun Sebelumnya

. R Capaian
No. | Aspek Pengukuran / Indikator Kinerja Satuan 2019 2020
1. | Persentase titik pantau udara perkotaan % 100 100
yang memenuhi standar baku mutu
ambien

¢. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Capaian tahun 2021 sudah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam
Renstra sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan Yang
Memenuhi Standar Baku Mutu Ambien Dengan Target Jangka Menengah
Dalam Renstra

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi %.
Capaian
1. | Meningkatnya kualitas Persentase titik pantau 100 100 100
udara perkotaan udara perkotaan yang
memenuhi standar
baku mutu ambien

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien
tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER.
Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian
pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan pemantauan, (2)
pelaporan, (3) parameter baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, (4)
pemenuhan baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis
yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas
udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan
laporan setiap enam bulan tentang pengujian ambien udara manual atau sesuai dengan
dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK
Provinsi, dan Kementerian LHK. Upaya peningkatan indeks kualitas air yang telah
disebutkan di subbab sebelumnya berdampak sekaligus pada penanganan kualitas udara
Provinsi NTB. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi
seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat
penerbitan rekomendasi KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen
dengan masyarakat melalui program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun
kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya.

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER.
Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian
pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan pemantauan, (2)
pelaporan, (3), parameter baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, (4)
pemenuhan baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis
yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas
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udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun
1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan
laporan setiap enam bulan tentang pengujian ambien udara manual atau sesuai dengan
dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK
Provinsi, dan Kementerian LHK. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PROPER, Sebanyak
16 perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 14 perusahaan sudah taat, 2 perusahaan lainnya
masih perlu penyempurnaan dalam upaya-upayanya.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja diatas, terdapat dukungan dari 1 (satu)
program vyaitu Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Namun, tidak ada slot anggaran khusus dari APBD untuk mendukung pengendalian
pencemaran udara. Namun APBD Dinas LHK sektor lingkungan hidup secara
keseluruhan telah mendukung kegiatan-kegiatan yang secara tidak langsung turut menjadi
upaya dalam pencapaian pengendalian udara agar memenuhi standar baku mutu.

39| LAKIP Tahun 2021



Tabel 3. 14 Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Udara berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Tanah, Air, Udara,
dan Laut

Indikator Program/ Kinerja Keuangan Efisiensi
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan
Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Persentase titik | 2.11.03 Program Cakupan lokasi lokasi 10 10 100 203.617.000 173.955.000 85,43
pantau udara Pengendalian yang
yang Pencemaran dikendalikan
memenuhi Dan/Atau Kerusakan | pencemaran
standar baku Lingkungan Hidup dan
mutu ambien. kerusakannya
2.11.03.1.01 Jumlah titik titik sampel 282 800 283,68 2.983.201.799 2.823.245.202
Pencegahan sampel
Pencemaran dilakukan
dan/atau Kerusakan | pengawasan
Lingkugan Hidup pencemaran
lingkungan
hidup
2.11.03.1.01.01 Jumlah titik titik sampel 282 800 283,68 | 2.364.500.000 2.240.000.000
Koordinasi, sampel
Sinkronisasi dan dilakukan
Pelaksanaan pengawasan
Pencegahan pencemaran
Pencemaran lingkungan
Lingkungan Hidup hidup
Dilaksanakan
terhadap Media

Analisis diatas menjelaskan bahwa dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan, bahwa dalam pencapaian nilai persentase titik pantau udara yang
memenuhi standar baku mutu ambien telah dilakukan koordinasi intensif sehingga seluruhnya berada di bawah baku mutu dan Indeks Kualitas Udara

NTB berkategori Baik (88,52)
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3. Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya

Indikator : Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari

Target : 41%
Realisasi : 41%
Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator di atas diukur melalui persentase kawasan hutan terlindungi melalui
upaya pengamanan hutan dan mempertahankan tutupan lahan baik yang dilakukan
oleh tenaga pengamanan hutan dan penyuluh kehutanan pada Dinas LHK dan UPT
Kementerian LHK yang ada d wilayah Provinsi NTB. Tercatat sebanyak 880 orang
tenaga kehutanan yang diasumsikan mampu mempertahankan wilayah 500 ha per
orangnya, sehingga luasan kawasan hutan yang terlindungi ialah seluas 440.000 ha
atau 41% dari luas kawasan hutan keseluruhan.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Kondisi tenaga kehutanan yang berkontribusi dalam capaian terhadap indikator
kinerja di atas pada tahun 2019 s/d 2020 berjumlah tetap yaitu 880 orang yang
berasal dari tenaga pengamanan hutan dan penyuluh kehutanan pada Dinas LHK
dan UPT Kementerian LHK yang ada d wilayah Provinsi NTB sebagaimana
dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 15 Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Udara
berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

N Aspek Pengukuran / Satuan Tahun

°: Indikator Kinerja U 2019 | 2020 | 2021
Persentase luas kawasan hutan dan lahan % 41 41 41
lestari

¢. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari tidak ditetapkan dalam standar
nasional sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam
Renstra
Capaian tahun 2021 sudah mencapai 100% dari target jangka menengah yang
ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang
telah dilakukan
Selain pengoptimalan jumlah tenaga kehutanan dalam rangka mempertahankan
kawasan hutan dan lahan, upaya lainnya yang dilakukan antara lain dari sisi
legalitas, di Tahun 2020 Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB
Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020 perihal Moratorium Penebangan dan Peredaran
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Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya
Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan dapat Mengatasi kondisi darurat illegal
logging, menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus mata rantai peredaran
kayu illegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan
ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain instruksi Gubernur,
pengelolaan hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara
Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk : 1)
mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi,
ekologi, dan sosial, 2) mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat
tapak secara efektif dan efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan
hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan
masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, dan 4) Menjamin kelestarian fungsi
hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah kerusakan kawasan
hutan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan yang masih
dihadapi pada Tahun 2021. Tercatat mulai bulan Juni hingga Oktober 2021 terjadi
kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di seluruh wilayah kawasan hutan NTB
seluas 671 ha sebagaimana dirincikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 16 Rekapitulasi Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan

No Wilayah Kerja Titik Luasan (ha)
1 2 3 4
1 | BKPH Rinjani Timur 6 572,54
2 | BKPH Pelangan Tastura 2 2
3 BKPH Brang Rea Puncak 4 54.85
Ngengas
4 | BKPH Ropang 1 3
5 | BKPH Batu Lanteh 6 24
6 | BKPH Ampang Plampang 1 1
7 | BKPH Toffo Pajo Soromandi 2 3
2 BKPH Madapangga Rompu ) 3.79
Waworada
9 | BKPH Tambora 3 4.5
10 | BKPH Maria Donggomasa 1 3

Dari sisi penegakan hukum, Dinas LHK NTB telah melaksanakan penanganan
tindak pidana kehutanan terhadap 16 (enam belas) kasus/berkas perkara tindak
pidana kehutanan dengan status kasus/perkara dalam tahap penyidikan dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah terlapor sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dan jumlah tersangka
sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;

41 |LAKIP Tahun 2021



b. Barang bukti yang telah disita antara lain : 1) kayu hutan berbagai jenis dengan
volume 105,051 m?, 2) 6 (enam) unit kendaraan truk/fuso, 3) 1 (satu) unit
Carry Station, 4) 8 (delapan) unit mesin chainsaw, dan 5) 2 (dua) unit sepeda

motor.

Dalam rangka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
Dinas LHK NTB melakukan Forum Pengelolaan dan Lokasi Kawasan Ekosistem
Esensial (KEE). KEE Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Lahan Basah di
Provinsi NTB sudah terbentuk sebanyak 4 lokasi seluas 27.348,39 Ha yang tersebar
di 3 kabupaten yakni Kabupaten Lombok Barat terdiri dari KEE koridor mangrove
dan KEE koridor penyu, KEE koridor penyu di Kabupaten Lombok Utara dan KEE
koridor mangrove di Kabupaten Bima. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk
menyusun tim pengelola KEE tersebut melalui Forum Pengelola Kawasan
Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Lahan Basah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 522 — 780 Tahun 2020 tentang Forum Pengelola Kawasan
Ekosistem Esensial Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Lahan Basah Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Forum Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial bertugas
menyusun Rencana Aksi masing-masing lokasi sebagai langkah-langkah
pelaksanaan pengelolaan tahun berikutnya. Selain itu, Dinas LHK NTB juga
melakukan Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak
dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran Appendix CITES melalui
peningkatan pemahaman terhadap 8 penangkar/ pedagang TSL terhadap aturan
penangkaran/peredaran/perdagangan TSL.

Pada tahun 2021 telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi calon lokasi
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Nusa Tenggara Barat seluas 2.016,47 Ha
yang terdiri dari dari :

1. Calon lokasi KEE koridor mangrove di Gili Sulat dan Gili Lawang Kab.
Lombok Timur seluas 1.132,51 Ha;

2. Calon lokasi KEE koridor mangrove di Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan
Talonang Kabupaten Sumbawa Barat seluas 604,19 Ha;

3. Calon lokasi KEE koridor penyu di Bagik Kembar Kota Mataram seluas 0.85
ha;

4. Calon lokasi KEE koridor monyet ekor panjang di Sambelia Kabupaten
Lombok Timur seluas 1,13 Ha

Calon lokasi KEE seluas 2.016,47 Ha akan di bentuk Forum Pengelola
Kawasan Ekosistem Esensial dan ditetapkan lokasi kawasannya melalui SK.
Gubernur NTB Tahun 2022. Selain penetapan KEE, upaya lainnya dalam rangka
pengelolaan kawasan ekosistem penting daerah penyangga kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam yaitu melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan
masyarakat dalam delininasi Cagar Biosfer Rinjani Lombok. Kegiatan tersebut
telah dilaksanakan di 16 kelompok dengan dilaksanakannya fasilitasi pelabelan
produk-produk yang memiliki Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga
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(SPP-PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan label Logo Cagar Biofer
Rinjani Lombok dan label logo Geopark Rinjani Lombok. Kegiatan pelabelan
produk difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
bekerjasama dengan Balai TN. Gunung Rinjani. Adapun kelompok yang mendapat
fasilitas pelabelan logo Cagar Biosfer Rinjani Lombok dan logo Geopark Rinjani
Lombok adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 17 Masyarakat/Kelompok yang Mendapat Fasilitas Penguatan Kapasitas
Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Delininasi Cagar Biosfer

Rinjani Lombok
. Produk yang memiliki
No. | Nama Kelompok Lokasi NIB dan SPP-PIRT
1. | Kelp. Tani Tunas | Dusun Selelos, Desa Selelos, | Kopi bubuk
Lestari Kecamatan Gangga, Kabupaten | NIB : 1220000312599
Lombok Utara PIRT :
5105208290126-25
2. | HKM Meleko | Dusun Dasan Tengak, Desa | Kopi bubuk
Bangkit Samaguna,  Kec.  Tanjung, | NIB :0220005321133
Kabupaten Lombok Utara PIRT :
2.06.5208.25.024
3. | Koperasi Tani | Dusun Santong Asli  Desa | Kopi bubuk
Maju  Bersama | Santong Kec. Kayangan Kab. | NIB :1207000312597
Santong Lombok Utara PIRT :
2.10.52.08.39.21
SERT.HALAL.:
1D52210000060601220
4. | KTH Giri Madia | Desa Giri Madia Kec. Lingsar | Gula Aren
Kabupaten Lombok Barat
5. | KTH Emas Hijau | Desa Langko Kec. Lingsar Kab. | Gula Aren Semut +
Lombok Barat Olahan Gula Aren dan
Rimpang
NIB : 0220003770277
PIRT :
2095201010451-25
NO. HALAL DARI
LPPOM MUI
00230113930121
6. | Sasak Q Desa Taman Sari Kec. Gunung | Gula Aren Semut
Sari Kab. Lombok Barat
7. | Inkra Cerah Ceria | Desa Bentek Kac. Gondang Kab. | Kerajinan Bambu
Lombok Utara
8. | Diana Palma Dusun Keselet Desa Pringga | Kopi Aren
Jurang Utara Kabupaten | Gula Aren Cair {Palm
Lombok Timur Sugar}
Hp. +62 878 6625 4599
Email:dianawati584@gmail.com
9. | Ahmad Nur Bual | Aik Bual Kecamatan Kopang | Gerabah  {Teko &
Kab.Lombok Tengah Gelas dari Bambu}
Hp: 085339907484 Jam Dinding Bambu
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. Produk yang memiliki
No. | Nama Kelompok Lokasi NIB dan SPP-PIRT
Email :bual@gmail.com Gula merah
Cofee Varian Rasa
(Vanila, Jahe, dll)
Gula semut
Gantungan Kunci
10 | Ahmad Jalaludin | Hp: 081949800700 Madu Trigona(100ml)
Email: goalrinjani@gmail.com Madu Trigona(500ml)
Souvenir Kaos Rinjani
String Art
11 | Joben Organic Dusun Joben, Desa Tisanne Bunga Rosella
Pesanggrahan, Lombok Timur POC (Pupuk Organic
Hp: 083129271515 Cair)
Email: Yusma rk@yahoo.com
12 | Subur Ceria Dusun Joben, Desa Wedang Jahe
Pesanggrahan, Lombok Timur Wedang Pegagan
Hp: 083111367254
Email: topialyakkin@gmail.com
13 | Putra Anom Hp: 081907110089 Madu Apis Cerana
Email: Bakong
putraanom2410@gmail.com
14 | Pemberdayaan Pemberdayaan.tngr@gmail.com | Madu Hutan Gunung
TNGR Rinjani Madu Trigona
Daerah Penyangga
TNGR
15 | UD. Sari Madu BTN Sweta Kel. Sandubaya | Madu Apis Dorsata
Cakra Timur Madu Trigona SP
16 | Turtle Pantai Nipah Desa Malaka | Satwa Liar Penyu
Concervation Kabupaten Lombok Utara
Community
(TCC) Nipah

Di tahun 2021 telah dilaksanakan Pertemuan SeaBRnet Meeting atau The 3™

SeaBRnet Meeting in Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia merupakan
pertemuan SeaBRnet yang ke-13 dan menjadi ajang pertemuan para perwakilan

cagar biosfer dari Asia Tenggara dan wilayah Asia lainnya. Kegiatan ini menjadi

wadah untuk meningkatkan partisipasi dan mengaktitkan jaringan Komunitas Man
and The Biosphere (MAB) pada negara-negara anggota, termasuk diantaranya
Komisi Nasional untuk UNESCO, Komite Nasional MAB, kementerian terkait,
kepala cagar biosfer dan pihak-pihak lain yang tergabung dalam forum komunikasi
cagar biosfer serta universitas dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 29 titik periode

Januari — Desember 2021 yang tersebar di 15 unit KPH dan 1 unit Tahura seperti

yang dirincikan pada tabel sebagai berikut:

44 | LAKIP Tahun 2021




f.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja

persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari yaitu :

1.

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya melalui
kegiatan :

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak
Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International
Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, terdapat 24
penangkar TSL non appendix yang tertib aturan;

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, terdapat 8 lembaga
KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola;

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi, melalui kegiatan
penyusunan perencanaan pengelolaan, pengamanan kawasan, pengawetan
satwa endemik (rusa), pemulihan ekosistem, pemanfaatan jasa lingkungan,
penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat.
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g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja diatas, terdapat dukungan dari 2 (satu) program yaitu Pengelolaan Hutan dan Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3. 18 Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan

Kawasan Hutan

Anggaran
Indikator Program/ Indikator Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Satuan Efisiensi
Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Target Realisasi %
1 | Persentase Program Persentase % 41 41 100

Luas Pengelolaan Hutan | luas kawasan

Kawasan hutan yang

Hutan Dan dilindungi 6.980.923.206 | 5.960.251.225 | 93,30

Lahan Lestari
Pelaksanaan persentase % 41 41 100 85,79
Perlindungan Luas kawasan
Hutan di Hutan | hutan yang 5.099.862.706 | 4.375.311.573
Lindung dan dilindungi
Hutan Produksi
Pencegahan dan Luas kawasan 112.500 100
Pembatasan hutanyang | Ha 112.500 5.099.862.706 | 1.660.897.491 | 85,89
Kerusakan Hutan | dilindungi
Pencegahan dan Luas kawasan 211.500 100
Pembatasan hutan yang Ha 211.500
Kerusakan dilindungi 5.099.862.706 | 1.585.424.682 | 90,40
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Pencegahan dan Jumlah kasus 81,81
Pembatasan Tipihut yang Kasus 11 9
Kerusakan Hasil ditangani 5.099.862.706 30.740.000 72,62
Hutan
Koordinasi, ium.lah 5 5 100
Sinkronisasi dan eglat.an .
Pelaksanaan koordinasi Kegiatan

. pelaksanaan 835.093.500 646.322.145 77,40
Perlindungan .
Hutan perlindungan

hutan

Koordinasi, Jumlah titik 29 97
Sinkronisasi dan kebakaran 30
Pelaksanaan hutan dan
Pencegahan/Penan | lahan yang | kegiatan 534.789.700 | 451.927.255 | 84,51
ggulangan ditangani
Kebakaran Hutan
dan Lahan
Pengelolaan Panjang Km 149,87
Rencana Tata keliling 32 48,13
Hutan Kesatuan Blok/Petak
Pengelolaan Hutan | Pengelolaan 334.530.200 323.124.600 96.59
(KPH) Hutan R B ’
Kewenangan
Provinsi
Pembagian Panjang Km 149,87
Blok/Petak keliling 32 48,13
Pengelolaan Hutan | Blok/Petak 334530200 | 323.124.600 | 96,59
Kesatuan Pengelolaan
Pengelolaan Hutan | Hutan
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Rencana Persentase % 100,00
Pengelolaan dokumen 100 100
Kesatuan RPHIJP/RPHJ
Pengelolaan Hutan | Pd yang
kecuali pada tersusun 221.727.400 | 209.740.895 | 94,59
Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Konservasi
(KPHK)
Penyusunan Jumlah Dokumen 142,86
Rencana dokumen 7 10
Pengelolaan RPHJP/RPHJ 221.727.400 | 209.740.895 | 94,59
Kesatuan Pd yang
Pengelolaan Hutan | tersusun
Pemanfaatan Jumlah data Dokumen 100,00
Hutan di Kawasan | dan Informasi 1 1
Hutan Produksi pemanfaaatan
dan Hutan kawasan 679.906.300 497.244.000 73,13
Lindung hutan yang
tersedia
Penyediaan Data | Jumlah Dokumen 100,00
dan Informasi dokumen data 1 1
Wilayah Usaha di | dan informasi
Kawasan Hutan pemanfaatan
Produksi kawasan 40.233.000 39.782.500 98,88
hutan
produksi

yang tersusun
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Koordinasi dan Jumlah Unit 50,00
Sinkronisasi Pemegang 4 2
Pengendalian Izin | Izin Usaha
Usaha atau dan
Kerjasama Kerjasama di 23.686.200 23.616.100 99,70
Pemanfaatan di HP yang
Kawasan Hutan dinilai
Produksi
Koordinasi dan Jumlah Kegiatan 100,00
Sinkronisasi kegiatan 2 2
Pengendalian Izin | Pengendalian
Usaha atau Izin Usaha
Kerjasama atau
Pemanfaatan di | Kerjasama 21.150.000 18.150.000 | 85,82
Kawasan Hutan Pemanfaatan
Lindung di Kawasan
Hutan
Lindung yang
dilaksanakan
Penilaian Rencana | Jumlah Kegiatan 100,00
Pengelolaan di kegiatan 1 1
Kawasan Hutan evaluasi
Produksi kinerja KPHP 218.522.500 39.464.800 18,06
yang
dilaksanakan
Penilaian Rencana | Jumlah Kegiatan 100,00
Pengelolaan di kegiatan 1 1
Kawasan Hutan evaluasi
Lindung kinerja KPHL 60.000.000 59.916.000 99,86
yang
dilaksanakan
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Pengembangan Jumlah unit Unit 140,00
Pemanfaatan Hasil | Pemanfaatan 5 7
Hutan Kayu, Hasil | Hasil
Hutan Bukan Hutan Kayu,
Kayu dan/atau Hasil Hutan
Jasa Lingkungan | Bukan Kayu 316.314.600 | 316.314.600 | 100,00
dan/atau Jasa
Lingkungan
yang
dikembangka
n
Pelaksanaan Jumlah unit Unit
Pengolahan Hasil | pengolahan 12 10
Hutan Bukan HHBK di 509.083.800 429.642.450 84,40
Kayu (HHBK) tingkat tapak
Pengolahan Jumlah unit Unit
Bahan Baku Hasil | pengolahan 12 10
Hutan Bukan HHBK yang 335.032.100 288.920.600 86,24
Kayu Hayati difasilitasi
Pembudidayaan Luasan Ha
Hasil Hutan Bukan | HHBK yang 37 111,25
Kayu dengan tidak | dibudidayaka 174.051.700 | 140.721.850 | 80,85
Mengurangi n
Fungsi Pokoknya
Pelaksanaan Jumlah Industri
Pengolahan Hasil | industri HHK 11 19
Hutan Kayu yang dibina
dengan Kapasitas | dan diawasi 135.812.800 125.187.707 92,18
Produksi <6000
m3/Tahun
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Pembinaan dan Jumlah Industri

Pelaksanaan industri HHK 11 19

Pengolahan Hasil | yang dibina

HutanKayu | dan diawasi 135.812.800 | 125.187.707 | 92,18
dengan Kapasitas

Produksi <6000

m3/Tahun

Program Persentase % 100,00

Pendidikan Dan KTH yang 13,27 13,27

Pelatihan, meningkat

Penyuluhan Dan | kelasnya 2.224.282.700 | 2.068.611.166 | 93,00
Pemberdayaan

Masyarakat Di

Bidang Kehutanan

Pelaksanaan Jumlah Kelompok 333,33

Penyuluhan kelompok 9 30

Kehutanan Perhutanan

Provinsi dan Sosial (PS) 2.224.282.700 | 2.068.611.166 | 93,00
Pemberdayaan yang

Masyarakat di meningkat

Bidang Kehutanan | kelasnya

Peningkatan jumlah Orang 73,00

Kapasitas dan penyuluh 100 73

Kompetensi yang

Penyuluh ditingkatkan 25.800.000 | 24.670.000 | 95,62
Kehutanan dan kapasitasnya

SDM Bidang

Kehutanan
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Penguatan dan Jumlah Kelompok 16,67
Pendampingan kelompok 30 5
Kelembagaan tani yang
Kelompok Tani | ditingkatkan 15.740.000 | 15.680.000 | 99,62
Hutan kelasnya dari
Blue ke
Gold/Madya
Penyiapan dan jumlah 436,67
Pengembangan kelompok 30 131
Perhutanan Sosial | perhutanan
sosial yang | Kelompok 2.182.742.700 | 2.028.261.166 | 92,92
difasilitasi
pembentukan
nya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2021
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4. Berkurangnya lahan kritis

Indikator : Persentase penurunan lahan kritis

Target :11,79%
Realisasi : 1,85%
Uraian

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Upaya untuk menurunkan lahan kritis di Provinsi NTB telah dilaksanakan
melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan
penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan
kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara
partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar
kawasan hutan. Pada tahun 2021, luasan lahan kritis Provinsi NTB yang dirilis
oleh BPDASHL Dodokan Moyosari mencapai 501.178 ha. Kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas
12.463,5 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Sehingga
persentase berkurangnya lahan kritis yang dicapai di tahun 2021 adalah sebesar
1,85%, dengan estimasi keberhasilan tumbuh tanaman sebesar 75% dari luasan
RHL.

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Penurunan lahan kritis pada tahun 2019 s/d 2020 yang ada di wilayah Provinsi
NTB sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 19 Perbandingan penurunan lahan kritis dengan tahun sebelumnya

Aspek Pengukuran / Tahun
No. . o Satuan
Indikator Kinerja 2019 2020 2021
Penurunan lahan kritis % 1,41 1,50 1,85

¢. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator penurunan lahan kritis tidak ditetapkan dalam standar nasional
sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam
Renstra

Capaian tahun 2021 baru mencapai 15,69% dari target jangka menengah yang
ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang
telah dilakukan
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Dinas LHK NTB mengoptimalkan berbagai peran dalam rangka upaya
pencapaian target indikator kinerja di atas. Melalui penganggaran yang bersumber
dari APBD, APBN, dan pihak swasta maka dapat dirincikan kegiatan RHL
vegetatif Tahun 2021 sebagaimana berikut.

Tabel 3. 20 Rincian Luas Areal Kegiatan RHL Vegetatif Tahun 2021 dengan
Sumber Penganggaran APBD

No

Balai

Luas
(Ha)

Jenis Kegiatan

Jenis Tanaman

1

Balai Tahura
Nuraksa

50

Hutan Rakyat

Durian

BKPH Rinjani Barat

15

Budidaya HHBK

Kayu Putih

BKPH Pelangan
Tastura

376

Kebun Bibit Rakyat

- Sengon
- Mete
- Kemiri

10

UPSA

- Mabhoni

- Sengon

- Kayu Putih

- Sawo

- Kelngkeng

- Jeruk Manis

- Srikaya

- Kacang Tanah
- Kacang Hijau

BKPH Ampang
Riwo

Pengembangan dan
pemanfaatan HHBK

- Beringin

- Asam

- Nangka

- Kemiri

- Jahe kunyit
- Seriwangi

20

Pengembangan
Tanaman MPTS

- Nangka
- Kemiri

BKPH Tambora

600

Hutan Rakyat

Tanaman
Kehutanan

BKPH Rinjani
Timur

10

Kebun Bibit Rakyat

Alpokat

BKPH Sejorong
Mataiyang

20

Kebun Bibit Rakyat

- Klengkeng

- Sawo Anakan
- Durian

- Mangga

BKPH Brang Rea
Pucak Ngengas

30

Hutan Rakyat

- Sengon
- Mahoni
- Nangka

30

Hutan Rakyat

- Jati
- Mahoni
- Sengon
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No

Balai

Luas
(Ha)

Jenis Kegiatan

Jenis Tanaman

- Alpokat
- Nangka
- Kemiri

30

Hutan Rakyat

- Jati

- Mabhoni

- Asam

- Kayu Putih

35

Hutan Rakyat

- Mahoni
- Asam

35

Hutan Rakyat

- Sengon
- Mabhoni
- Alpukat
- Asam

145

Kebun Bibit Rakyat

- Nangka

- Sengon laut
- Jati

- Mahoni

- Trembesi

- gamelina

83

Kegiatan
Penghijauan

- Nangka

- Sengon laut
- Jati

- Mahoni

- Trembesi

- gamelina

BKPH Batu Lanteh

10

Bibit Tanaman
Demplot
Silvopastura

- Sengon
- Nangka
- lamtoro

25

Kebun Bibit Rakyat

- Jati

- Mabhoni
- Srikaya
- Nangka
- Lamtoro

25

Kebun Bibit Rakyat

- Jati

- Mahoni
- Srikaya
- Nangka
- Lamtoro

25

Kebun Bibit Rakyat

- Jati

- Mabhoni
- Srikaya
- Nangka
- Lamtoro

25

Kebun Bibit Rakyat

- Jati
- Mahoni
- Srikaya
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No Balai Luas Jenis Kegiatan Jenis Tanaman
(Ha)
- Nangka
- Lamtoro
10 | BKPH Orong Telu 20 Penyiapan dan Kemiri
pengembangan
perhutanan sosial
(diluar kawasan)
20 Penyiapan dan Kemiri
pengembangan
perhutanan sosial
(diluar kawasan)
50 Hutan Rakyat - Mahoni
- Sengon
- Kemiri
- Jati
50 Hutan Rakyat - Mahoni
- Sengon
- Kemiri
- Jati
11 | BKPH Brang Beh 10 Rehabilitasi Daerah | - Mahoni
Tangkapan Air - Kepuh
- Kemiri
- Jambu Air
- Okulasi
10 Rehabilitasi Daerah | - Mahoni
Tangkapan Air - Kepuh
- Kemiri
- Jambu Air
- Okulasi
63 Kebun Bibit Rakyat | - Jati
- Mahoni
- Sengon
- Jambu Mente
- Nangka
- Srikaya
12 | BKPH Ropang 5 Hutan Rakyat - Durian Okulasi
- Rambutan
Okulasi
- Mangga
Okulasi
- Nangka Okulasi
50 Kebun Bibit Rakyat | - Nangka
- Mahoni
- Trembesi
- Sengon
13 | BKPH Toffo Pajo 500 Hutan Rakyat 10 Bibit tanaman
Soromandi unit kehutanan
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No

Balai

Luas
(Ha)

Jenis Kegiatan

Jenis Tanaman

Persiapan
Perhutanan Sosial

- Kelengkeng
- Kopi

14

BKPH Madapangga
Rompu Waworada

17

Budidaya HHBK

- Jahe
- Kunyit
- Laos
- Kencur

Persiapan
Perhutanan Sosial

- Kelengkeng
- Kopi Arabica

17

Bididaya HHBK

- Kemiri

- Pinang

- Jambu Mente
- Jahe

- Kunyit

- Laos

- Kencur

55

Kebun Bibit Rakyat

- Sengon
- Durian
- Jambu Mente
- Kemiri

15

BKPH Ampang
Plampang

50

Hutan Rakyat

- Jati

- Sengon
- Kemiri

- Nangka
- Alpokat

55

Kebun Bibit Rakyat

- Sengon
- Durian
- Jambu Mente
- Kemiri

16

BKPH Maria
Donggomasa

100

Kebun Bibit Rakyat

- Bibit Produktif
- Sengon

- Jambu

- Mente

- Durian

Kemiri

50

Hutan Rakyat

bibit
produktif, -
mahoni,
kemiri dan
kelor

TOTAL

2824

Sumber: Dinas LHK NTB,
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Tabel 3. 21 Rincian pelaksanaan penanaman RHL Vegetatif Tahun 2021 melalui

sumber penganggaran APBN

No Lokasi Luasan (Ha)
1. | BKPH Rinjani Barat 250
2. | BKPH Pelangan Tastura 502,5
3. | BKPH Rinjani Timur 2126,5
4. | BKPH Brang Rea Pucak Ngengas 148,5
5. | BKPH Sejorong Mataiyang 100
6. | BKPH Orong Telu 10
7. | BKPH Ropang 10
8. | BKPH Batulanteh 300
9. | BKPH Ampang Plampang 210
10. | BKPH Ampang Riwo 1938,75

11. | BKPH Maria Donggomassa 186,75

12. | BKPH Tambora 8,75

13. | BKPH Madapangga Rompu Waworada 103

14. | BKPH Toffo Pajo Soromandi 8,75

15. | BKPH Brang Beh 10

16. | Balai Tahura Nuraksa 7,5

16. | BKSDA NTB 7,5

17. | Taman Nasional Tambora 10
18. | Taman Nasional Gunung Rinjani 7,5
19. | Aspirasi Anggota DPR Komisi [V 66,38

TOTAL 6111,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2021

Selain kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBD
dan APBN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berkolaborasi
dengan pihak swasta lainnya melalui pelaksanaan kewajiban RHL oleh para
pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang ada di NTB, sehingga secara
keseluruhan, kegiatan RHL di Provinsi NTB sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 22 Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Vegetatif Tahun

2021
No Pelaksana Luas (Ha) Kegiatan
- 1465 - Hutan Rakyat
- 1185 - Kebun Bibit Rakyat
- 58 - Bubidaya HHBK
1 Dinas LHK (APBD - 48 - Penyiapan dan
Provinsi NTB) pengembangan
perhutanan sosial
- 20 - Rehabilitasi daerah
tangkapan air
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No Pelaksana Luas (Ha) Kegiatan
2 BPDAS Dodokan 1385 Rehabilitasi Hutan dan
Moyosari (APBN) Lahan

3 Pihak Lainnya :
PT. Indotan Lobar Ijin Pinjam Pakai Kawasan

bangkit 100 Hutan ( Reboisasi)

IPPKIHL. Sumbawa 602 | IPPKH Rehab DAS
Jutaraya

IPPKH Bupati Sumbawa
Barat untuk bendungan 208 IPPKH Rehab DAS
Bintang Bango

PT. Amman Mineral,
Tambang Emas

2682 IPPKH Rehab DAS

Aspirasi Anggota DPR
Komisi IV

Aspirasi Anggota DPR
Komisi IV

Aspirasi Anggota DPR
Komisi IV

Aspirasi Anggota DPR
Komisi IV

Aspirasi Anggota DPR
Komisi IV

Penanaman secara
swadaya Pemerintah

1,25 Provinsi dengan
Pemerintah kab. Loteng (
DISLHK)

Penanaman Dalam rangka
2,5 Kunjungan Presiden RI (
BP. Ir. Joko Widodo)

6,63

19,5

4 Dana Aspirasi 18,75

16,5

5 Dana Hibah

JUMLAH 12.463,5
Sumber: Dinas LHK NTB, 2021

Selain melakukan kegiatan penanaman, Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan
melalui penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air
(KTA) yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah
tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan
air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2021, telah dilakukan pembangunan
KTA sebanyak 270 unit melalui DAK.
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Tabel 3. 23 Jumlah unit KTA yang dibangun tahun 2021

No. Balai Jumlah KTA (unit)
1. | KPH Tambora 80
2. | KPH Ampang Plampang 60
3. | KPH Toffo Pajo Soromandi 90
4. | KPH Brang Rea Pucak Ngengas 40

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan
kawasan hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi
ketimpangan melalui 3 pilar yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya
manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi
NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang sudah berjalan
s/d 2021 adalah 80.544,79 Ha. Diharapkan konsep Perhutanan Sosial dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan
menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan
masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.

Tabel 3. 24 Kondisi Perhutanan Sosial NTB s/d Tahun 2021

Skema Perhutanan Jumlah Anggota
No. Sosial Luasan (Ha) ( Orangg)g
1 | Hutan Tanaman 3.404,69 3.040
Rakyat (HTR)
2 | Hutan 27.370,62 24.358
Kemasyarakatan
(HKm)
3 | Kemitraaan Kehutanan 47.636,66 20.368
(KK)
TOTAL 80.544,79 45.507

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja
berkurangnya lahan kritis yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan, melalui kegiatan ;
a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
2. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui kegiatan :
a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja penurunan lahan kritis, didukung oleh 2 program yaitu Pengelolaan Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai (DAS). Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui capaian kinerja per kegiatan

Tabel 3. 25 Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Penurunan Lahan Kritis berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Indikator

Program/ Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi
Sasaran Kegiatan Target | Realisasi % Target Realisasi %
Program presentase % 10 8,67 86,72 9.320.695.100 | 9.248.565.514 | 99,23
Penurunan

1 lahan kritis Pengelolaan kawasgn hutan
Hutan yang di kelola
Pelaksanaan luas lahan kritis ha 1754,5 | 2357,08 | 134,34 | 9.320.695.100 | 9.248.565.514 | 99,23
Rehabilitasi di yang di
Luar Kawasan rehabilitasi
Hutan Negara
Penyusunan Jumlah dokumen 1 1 100 6.220.200 5.820.200 93,57
Rencana Tahunan | dokumen RTn
Rehabilitasi RHL yang
Lahan (RTnRL) disusun
Pembangunan Luas hutan ha 1.065 1.503 141,19 | 7.748.330.200 | 7.709.315.792 | 99,50
Hutan Rakyat di | rakyat yang
Luar Kawasan dikembangkan
Hutan Negara
Pembangunan jumlah bibit batang 273.835 | 356.532 | 130,20 | 1.456.731.800 | 1.427.985.022 | 98,03
Penghijauan produktif yang
Lingkungan di disediakan
Luar Kawasan
Hutan Negara
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Pembinaan Lokasi RHL KPH/Tah 16 16 100 109.412.900 105.444.500 96,37
dan/atau yang dibina dan ura
Pengawasan dimonitoring
dalam rangka
Pengembangan
Rehabilitasi
Lahan
Program Peningkatan DAS 4 4 100 | 3.430.124.500 | 3.303.514.393 96,31
Pengelolaan fungsi dan daya
Daerah Aliran dukung wilayah
Sungai (DAS) DAS prioritas
Penyusunan dan | jumlah dokumen | dokumen 1 1 100 3.430.124.500 | 3.303.514.393 96,31
Penetapan rencana
Rencana pengelolaan
Pengelolaan DAS | DAS yang

disusun
Optimalisasi Jumlah lembaga | lembaga 6 1 16,7 32.184.000 31.704.000 98,51
Fungsi dan Daya | pengelolaan
Dukung Wilayah | DAS yang
DAS dikembangkan
Penerapan Teknik | Jumlah unit 247 270 109,31 | 19.500.000 19.380.000 99,38
Konservasi Tanah | bangunan
dan Air di Konservasi
Wilayah DAS Tanah dan Air

yang dibuat

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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5. Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah

Target : 50%
Realisasi : 39,68%
Uraian :

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Sampai akhir Desember 2021, persentase penanganan sampah terhitung sebesar
39,68% yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Presentase Penanganan Sampah

Proyeksi Sampah Harian 2021 ..
Kabupaten/Kota g (TOIIl)/HaI“i) Rezlns) ZL01
Rata-rata Rata-rata %

Kota Mataram 340,49 260,84 76,61
Lombok Barat 501,46 88,26 17,60
Lombok Tengah 353,24 149,45 4231
Lombok Timur 506,03 145,22 28,70
KLU 88,94 56,46 63,49
Kab. Sumbawa 187,04 95,29 50,95
Sumbawa Barat 88,42 48,28 54,59
Dompu 101,35 63,00 62,16
Kabupaten Bima 382,48 45,78 11,97
Kota Bima 88,30 94,00 106,46
Total Provinsi NTB 2.637,76 1.046,59 | 39,68

Sumber: Dinas LHK NTB, 2021

b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Persentase penanganan sampah pada tahun 2019 s/d 2020 secara rinci dijelaskan
sebagaimana berikut.

Tabel 3. 27 Perbandingan persentase penanganan sampah dengan tahun sebelumnya

Aspek Pengukuran / Tahun
No. . . Satuan
Indikator Kinerja 2019 2020 2021
Persentase penanganan sampah % 34,91 37,63 39,68

¢. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi persentase penanganan sampah baru mencapai 79,36 % dari target jangka
menengah dalam renstra yang telah ditetapkan.

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
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Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Penanganan sampah yang berada di bawah kewenangan Dinas LHK NTB dikelola
oleh UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok mulai Januari 2018. TPA ini melayani
sampah yang masuk dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Peralihan
kewenangan ke Provinsi NTB didasari oleh beberapa landasan hukum antara lain :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram nomor 030/327/LHK tanggal 17
Desember 2017;

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram nomor 027/01.1/PPL.DISLHK/2018
tanggal 2 Januari 2018;

3. Surat Keputusan Gubernur NTB tentang Penunjukan TPA Sampah Regional
Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor
658.1-29 tanggal 2 Januari 2018.

Komposisi sampah yang masuk ke TPAR Kebon Kongok antara lain plastik (23,28%),
ranting/daun (20,40%), kertas (14,66%), kaca/beling (10,63%), sampah dapur (8,62%),
logam (7,76%), tekstil (7,18%), karet dan kulit (2%), dan lain-lain (5,47%). Hasil akhir
dari pemrosesan sampah dapat dimanfaatkan menjadi biogas untuk energy dan lindinya
diolah kembali ke dalam IPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu,
sampah yang melewati proses penanganan dengan berbagi metode diatas (kecuali
pemrosesan akhir/landfill) dapat dipergunakan kembali sebagai 1) bahan baku PLTU, 2)
bahan penelitian dan pengembangan serta masyarakat, 3) bahan baku pirolisis, 4) kompos
untuk sektor pertanian dan perkebunan, 5) bank sampah, dan 6) bahan baku batako dan
paving block.

Sampai pada tahun 2021 ini, kerjasama yang sedang berjalan adalah kerjasama TPAR
Kebon Kongok dengan PT Indonesia Power dalam rangka pengolahan sampah menjadi
energy melalui pembuatan SRF. Rencana kerjasama sedang dalam proses ialah : 1)
Pengelolaan biogas skala besar dengan PT Geo Trash Management (penangkapan 90%
biogas), 2) Pengolahan plastic menjadi BBM dengan PT Geo Trash Management, dan 3)
Pengolahan SRF dengan kapasitas 5 ton/ hari dengan PT GNE.

Permasalahan yang muncul di TPAR Kebon Kongok utamanya dalam penanganan
sampah antara lain :
1. Lahan TPA yang sudah sangat sempit dan sampah masuk meningkat;
2. Kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir (alat berat, dumptruck);
3. Permasalahan social yaitu demo oleh masyarakat sekitar;
4. Tidak ada fleksibilitas anggaran seringkali menyebabkan kesulitan dalam penanganan
permasalahan operasional terutama awal dan akhir tahun;
Pemanfaatan biogas yang perlu dikembangkan;

> v

Lindi yang tidak dapat dikelola maksimal.
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Ketersediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah di Provinsi NTB sangat
tidak memadai. Secara umum, prosentase ketersediaan sarana pengangkutan sampah di
NTB baru mencapai 17%.

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
adalah :
a. Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa;
b. Minimnya dukungan Kabupaten/Kota karena masih fokus pada penanganan sampah,;
c. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) .

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kkeberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan
kelompok persampahan yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan upaya strategis
yang telah dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional;

2. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional;

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah;
4. Kerjasama Penanganan Sampah.
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g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja persentase penanganan sampah, didukung oleh 1 program yaitu program pengelolaan
persampahan. Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui capaian kinerja per kegiatan.

Tabel 3. 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Indikator Persentase Penanganan Sampah

Indikator

Program/

Kinerja Keuangan
No Kinerja Kegiatan/Sub Indikator Satuan Efisiensi
Sasaran Kegiatan Target | Realisasi % Target Realisasi %
Persentase | Program persentase %
1 | penanganan | Pengelolaan penanganan 50 39,68 79,36
sampah Persampahan sampah
Penanganan Persentase % 50 39,68 79,36 | 5.477.661.650 | 4.580.898.600 83,62
Sampah di penanganan
TPA/TPST sampah
Regional
Pemrosesan Akhir | Jumlah TPA unit 1 1 100 | 3.565.536.450 | 3.114.712.400 | 87,36
di TPA/TPST Regional yang
Regional beroperasi
dengan baik
Pengoperasian Jumlah industri unit 1 1 100 272.787.000 271.779.200 99,63
dan Pemeliharaan | pengolahan
TPA/TPST sampah dan
Regional limbah B3 yang
beroperasi
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Koordinasi dan Jumlah unit 1 100 | 1.612.338.200 | 1.167.407.000 | 72,40
Sinkronisasi TPA/TPST

Penyediaan Regional yang

Prasarana dan operasional

Sarana

Penanganan

Sampah di

TPA/TPST

Regional

Kerjasama Kerjasama kerjasa 16 1600 27.000.000 27.000.000 100,00
Penanganan Pengolahan ma

Sampah di Sampah

TPA/TPST

Regional
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6. Meningkatnya Cakupan Pengurangan Sampah
: 20%

Target
Realisasi
Uraian

2 9,34%

a. Capaian Kinerja Tahun 2021

Tahun 2021 persentase pengurangan sampah mencapai 9,34% yang didukung dengan
penambahan beberapa sarana prasarana antara lain lubang biopori sumur biopori,
komposter bag, TPS3r, BSF Mandiri, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada

beberapa lokasi.

Tabel 3. 29 Capaian Pengurangan Sampah Tahun 2021

Target s/d Desember 2021
Jumlah | Kapasitas o Jumlah Sampah
Waste Treatment Sarpras | (ton/hari) Total %o Sm— Terkslola %
(unit) (unit) | (ton/hari)
Timbulan sampah 2.637,76 | 100,00
(ton/hari)
Bank Sampah 668 395,01 14,00 | 272 20,40 0,77
Bank Sampah 211 66,97 2,54
Lotim
Lubang Biopori 8.125 | 0,0003 2,44 0,14 2.002 | 0,60 0,02
Sumur Biopori, 18.135 | 0,0065 117,88 2,35 1.011 | 6,57 0,25
biomiru
Komposter 18.999 | 0,0014 25,65 0,49 9.040 12,20 0,46
(bag/tong)
TPS3R 33 11,97 65,01 1,00 19 37,43 1,42
BSF Mandiri 9 0,30 2,70 0,61 24 2,70 0,10
RDF Desa 50 0,50 25,00
Pengelolaan
sampah rumah - 0,50 0,02
tangga (Lantana
Garden)
Sekolah Adiwiyata
Nasional (SMUN 1 1,20 0,05
Gerung)
Dusun Kekait
Gunungsari Lobar 0,30 0,01
Pengelola Sampah 41 ] 97,50 3,70
Mandiri
PENGURANGAN 246,38 9,34
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b. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya

Persentase pengurangan sampah pada tahun 2019 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut.

Tabel 3. 30 Perbandingan persentase pengurangan sampah dengan tahun sebelumnya

Aspek Pengukuran / Tahun
No. . o Satuan
Indikator Kinerja 2019 2020 2021
Persentase pengurangan sampah % 6,8 7,19 9,34

¢. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi persentase penanganan sampah baru mencapai 46,7% target jangka
menengah dalam renstra

d. Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang telah
dilakukan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian NTB Zero Waste di tahun 2021,
khususnya upaya dalam pengurangan sampah, telah diupayakan implementasi 8 pilar
pengelolaan sampah antara lain :

1. Membangun regulasi
2. Penyediaan sarpras
3. Revitalisasi gotong royong
4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya
5. Diversifikasi usaha bank sampah
6. Edukasi dan kampanye
7. Pelibatan para pihak
8. Industrialisasi pengelolaan sampah
ii.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan Kinerja
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Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan
kelompok persampahan yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan upaya strategis
yang telah dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus.
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g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja persentase pengurangan sampah didukung oleh Program Pengelolaan Persampahan yag
secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3. 31 Analisis Efisiensi Pencapaian Indikator persentase pengurangan sampah berdasarkan Realisasi Target Kinerja dan Anggaran

Indikator Program/ Indikator Kinerja Keuangan Efisiensi
No Kinerja Kegiatan/Sub Satuan
Sasaran Kegiatan Target | Realisasi % Target Realisasi %
Persentase Program persentase % 50 39,68 79,36 1.612.338.200 | 1.167.407.000 | 72,40
1 | penanganan | Pengelolaan penanganan

sampah Persampahan sampah
Penanganan Persentase % 50 39,68 79,36 1.612.338.200 | 1.167.407.000 | 72,40
Sampah di penanganan
TPA/TPST sampah
Regional
Pemrosesan Akhir | Persentase % 20 9,34 46,70 1.612.338.200 | 1.167.407.000 | 72,40
di TPA/TPST pengurangan
Regional sampah

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

65| LAKIP Tahun 2021




Adapun rekapitulasi capaian program/kegiatan per urusan disampaikan sebagaimana di
bawah ini :
1. Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020
diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 2 program
pokok dan 10 kegiatan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 32 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021

PROGRAM/ CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
N SASARAN .
o STRATEGIS KEGIATAN/SUB (sesuai DPA)
KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI
1 | Menurunnya Program Persentase 100 % 100 %
beban pencemar | Perencanaan dokumen kajian
air yang Lingkungan Hidup lingkungan
bersumber dari hidup yang telah
usaha/kegiatan diintegrasikan
ke dalam
rencana
pembangunan
Rencana Dokumen Dokumen Dokumen
Perlindungan dan | RPPLH,
Pengelolaan IKPLHD, dan
Lingkungan IKLH yang
Hidup (RPPLH) | disusun
Provinsi
Penyusunan | Jumlah dokumen Dokumen Dokumen
dan RPPLH yang
Penetapan tersusun
RPPLH
Provinsi
Pengendalian | Jumlah dokumen Dokumen Dokumen
Pelaksanaan | pengendalian
RPPLH pelaksanaan
Provinsi RPPLH yang
tersusun
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Penyelenggaraan | Jumlah KLHS 15 Dokumen 10 Dokumen
Kajian yang disusun dan
Lingkungan divalidasi
Hidup Strategis
(KLHS) Provinsi
Pembuatan Jumlah dokumen | 6 Dokumen 3 Dokumen
dan KLHS Kawasan
Pelaksanaan | Strategis dan
KLHS dokumen KLHS
Rencana Tata | kab/kota yang
Ruang divalidasi
Pembuatan Jumlah dokumen | 8 Dokumen 7 Dokumen
dan KLHS
Pelaksanaan | RPJPD/RPIMD
KLHS yang
RPJPD/RPJ | disusun/divalidas
MD i
Pembuatan Jumlah dokumen | 1 Dokumen - Dokumen
dan KLHS
Pelaksanaan | untuk KRP yang
KLHS untuk | Berpotensi
KRP yang Menimbulkan
Berpotensi Dampak/Resiko
Menimbulka | Lingkungan
n Hidup yang
Dampak/Resi | disusun/dilaksan
ko akan
Lingkungan
Hidup
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Menurunnya Program Persentase 90 % 83 %
beban pencemar | Pengendalian usaha/kegiatan
air yang Pencemaran dan/atau | yang melakukan
bersumber dari Kerusakan pengendalian
usaha/kegiatan Lingkungan Hidup pencemaran
Cakupan lokasi 10 lokasi 10 lokasi
yang
dikendalikan
pencemaran dan
kerusakannya
Pencegahan Jumlah titik 282 | Titik 800 Titik
Pencemaran sampel Sampel Sampel
dan/atau dilakukan
Kerusakan pengawasan
Lingkugan Hidup | pencemaran
lingkungan
hidup
Koordinasi, Jumlah titik 282 | Titik 800 Titik
Sinkronisasi | sampel Sampel Sampel
dan dilakukan
Pelaksanaan | pengawasan
Pencegahan | pencemaran
Pencemaran | lingkungan
Lingkungan | hidup
Hidup
Dilaksanakan
terhadap
Media Tanah,
Air, Udara,
dan Laut
Pengelolaan | Jumlah 5 parameter 65 parameter
Laboratorium | Parameter yang
Lingkungan | mampu diuji di
Hidup Balai
Provinsi Laboratorium
Lingkungan
Penanggulangan | Jumlah lokasi 2 Lokasi 10 Lokasi
Pencemaran pencemaran
dan/atau lingkungan yang
Kerusakan diatasi
Lingkungan
Hidup
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Pemberian jumlah dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen
Informasi publikasi hasil
Peringatan pemantauan
Pencemaran | kualitas
dan/atau lingkungan (air
Kerusakan sungai, air laut,
Lingkungan | udara)
Hidup pada
Masyarakat
3 | Menurunnya Program Pengelolaan | Persentase taman | 100 % - %
beban pencemar | Keanekaragaman kehati yang
air yang Hayati (Kehati) terkelola
bersumber dari
usaha/kegiatan
Pengelolaan Jumlah lokasi Lokasi Lokasi
Keanekaragaman | pengelolaan -
Hayati Provinsi taman kehati
Penyusunan | jumlah dokumen | 1 Dokumen - Dokumen
dan siteplan kehati
Penetapan yang ditetapkan
Rencana
Pengelolaan
Keanekaraga
man Hayati
4 | Menurunnya Program Persentase unit 90 % 93,33 | %
beban pencemar | Pengendalian Bahan | usaha penghasil
air yang Berbahaya dan limbah B3 yang
bersumber dari Beracun (B3) dan tertib aturan
usaha/kegiatan Limbah Bahan
Berbahaya dan

Beracun (Limbah
B3)
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Pengumpulan Jumlah unit 14 Unit Usaha | 28 Unit Usaha
Limbah B3 usaha
Lintas Daerah pengumpul
Kabupaten/Kota | limbah B3 lintas
dalam 1 (satu) daerah kab kota
Daerah Provinsi | yang tertib
aturan
Koordinasi Jumlah unit 14 Unit Usaha | 28 Unit Usaha
dan usaha penghasil
Sinkronisasi | dan pengumpul
Pengelolaan | limbah B3 yang
Limbah B3 tertib aturan
dengan
Pemerintah
Pusat dalam
rangka
Pengangkuta
n’
Pemanfaatan,
Pengolahan,
dan/atau
Penimbunan
Menurunnya Program Pembinaan | Persentase 100 % %
beban pencemar | dan Pengawasan pelaku usaha 44,23
air yang Terhadap Izin yang
bersumber dari Lingkungan dan Izin | menindaklanjuti
usaha/kegiatan Perlindungan dan hasil
Pengelolaan pengawasan
Lingkungan Hidup ketaatan ijin
(PPLH) lingkungan
Pembinaan dan Jumlah 20 Unit Usaha | 152 Unit Usaha

Pengawasan Izin
Lingkungan dan
Izin PPLH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah Provinsi

pemegang izin
lingkungan dan
izin PPLH yang
dibina dan
diawasi
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Fasilitasi Jumlah usaha/ 20 Usaha/Kegi | 37 Usaha/Kegi
Pemenuhan kegiatan yang atan atan
Ketentuan difasilitasi
dan perijinan
Kewajiban lingkungannya
Izin
Lingkungan
dan/atau Izin
PPLH
Pengawasan | Jumlah usaha 20 Usaha/Kegi | 152 Usaha/Kegi
Usaha dan/atau atan atan
dan/atau Kegiatan yang
Kegiatan Izin Lingkungan
yang Izin Hidup, Izin
Lingkungan | PPLH yang
Hidup, Izin diawasi
PPLH yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Menurunnya Program Peningkatan | Persentase 10 % 3,75 %
beban pencemar | Pendidikan, sekolah yang
air yang Pelatihan dan mampu
bersumber dari Penyuluhan memenuhi syarat
usaha/kegiatan Lingkungan Hidup adiwiyata tingkat
Untuk Masyarakat nasional
Penyelenggaraan | Jumlah sekolah 10 Kelompok | 3 Kelompok
Pendidikan, yg mampu
Pelatihan, dan memenuhi syarat
Penyuluhan adiwiyata tingkat
Lingkungan provinsi
Hidup untuk
Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Provinsi
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Pendampinga | Jumlah sekolah 10 Kelompok |3 Kelompok
n Gerakan yg mampu
Peduli memenuhi syarat
Lingkungan | adiwiyata tingkat
Hidup provinsi
7 | Menurunnya Penanganan Persentase % %
beban pencemar | Pengaduan pengaduan yang | 100 100
air yang Lingkungan Hidup terselesaikan
bersumber dari
usaha/kegiatan
Penyelesaian Jumlah Pengaduan Pengaduan
Pengaduan pengaduan 20 18
Masyarakat di masyarakat yang
Bidang ditangani
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (PPLH)
Provinsi
Pengelolaan | Jumlah 15 Pengaduan | 16 Pengaduan
Pengaduan Pengaduan
Masyarakat Masyarakat
terhadap terhadap PPLH
PPLH Provinsi yang
Provinsi tertangani
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Koordinasi Jumlah 5 pengaduan/ | 2 pengaduan/
dan penyelesaian kasus kasus
Sinkronisasi | sengketa kasus
Penerapan lingkungan
Sanksi hidup yang
Administrasi, | difasilitasi
Penyelesaian
Sengketa,
dan/atau
Penyidikan
Lingkungan
Hidup di
Luar
Pengadilan
atau melalui
Pengadilan
Meningkatnya Program Pengelolaan | Persentase 70 % 49,02 | %
Cakupan Persampahan pengelolaan
Penanganan sampah
Sampah dan
Meningkatnya
Cakupan
Pengurangan
Sampah
Penanganan Persentase 50 % 39,68 | %
Sampah di penanganan
TPA/TPST sampah
Regional
Pemrosesan Jumlah TPA 1 Unit 1 Unit
Akhir di Regional yang
TPA/TPST beroperasi
Regional dengan baik

91| LAKIP Tahun 2021




Pengoperasia | Jumlah industri 1 Unit 1 Unit
n dan pengolahan

Pemeliharaan | sampah dan

TPA/TPST limbah B3 yang

Regional beroperasi

Koordinasi, Persentase 20 % 9,34 %
Sinkronisasi | Pengurangan

dan Sampah

Pelaksanaan

Penanganan

Sampah pada

Kondisi

Khusus

Koordinasi Jumlah 1 Unit 1 Unit
dan TPA/TPST

Sinkronisasi | Regional yang

Penyediaan operasional

Prasarana

dan Sarana

Penanganan

Sampah di

TPA/TPST

Regional

Kerjasama Kerjasama 1 Kerjasama | 16 Kerjasama
Penanganan | Pengolahan

Sampah di Sampah

TPA/TPST

Regional

Sumber: Dinas LHK NTB, 2021
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2. Kehutanan
Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dengan 4 program pokok sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 33 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021

CAPAIJAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT

PROGRAM/
N | SASARAN | KEGIATAN/ (sesuai DPA)
O | STRATEGIS SUB
KEGIATAN URAIAN TARGET REALISASI
1 | Kawasan Program Persentase 41 % 41 %
Hutan dan Pengelolaan luas kawasan
Lahan yang Hutan hutan yang
dipertahankan dilindungi
kelestariannya
presentase 10 % 8,94 %
kawasan
hutan yang di
kelola
Pengelolaan Panjang 32 Km 48,13 Km
Rencana Tata | keliling
Hutan Blok/Petak
Kesatuan Pengelolaan
Pengelolaan Hutan
Hutan (KPH)
Kewenangan
Provinsi
Pembagian | Panjang 32 Km 48,13 Km
Blok/Petak | keliling
Pengelolaan | Blok/Petak
Hutan Pengelolaan
Kesatuan Hutan
Pengelolaan
Hutan
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Rencana Persentase 100 % 100 %
Pengelolaan dokumen
Kesatuan RPHIJP/
Pengelolaan RPHIJPd yang
Hutan kecuali | tersusun
pada Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Konservasi
(KPHK)
Penyusunan | Jumlah 7 Dokumen | 10 Dokumen
Rencana dokumen
Pengelolaan | RPHJP/RPHJ
Kesatuan Pd yang
Pengelolaan | tersusun
Hutan
Pemanfaatan Jumlah data 1 Dokumen |1 Dokumen
Hutan di dan Informasi
Kawasan pemanfaaatan
Hutan Produksi | kawasan
dan Hutan hutan yang
Lindung tersedia
Penyediaan | Jumlah 1 Dokumen |1 Dokumen
Data dan dokumen
Informasi data dan
Wilayah informasi
Usaha di pemantfaatan
Kawasan kawasan
Hutan hutan
Produksi produksi
yang tersusun
Koordinasi | Jumlah 4 Unit 2 unit
dan Pemegang
Sinkronisasi | Izin Usaha
Pengendalia | dan
n Izin Usaha | Kerjasama di
atau HP yang
Kerjasama | dinilai
Pemanfaata
ndi
Kawasan
Hutan
Produksi
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Koordinasi | Jumlah Kegiatan Kegiatan
dan kegiatan

Sinkronisasi | Pengendalian

Pengendalia | Izin Usaha

n Izin Usaha | atau

atau Kerjasama

Kerjasama | Pemanfaatan

Pemanfaata | di Kawasan

ndi Hutan

Kawasan Lindung yang

Hutan dilaksanakan

Lindung

Penilaian Jumlah Kegiatan Kegiatan
Rencana kegiatan

Pengelolaan | evaluasi

di Kawasan | kinerja KPHP

Hutan yang

Produksi dilaksanakan

Penilaian Jumlah Kegiatan Kegiatan
Rencana kegiatan

Pengelolaan | evaluasi

di Kawasan | kinerja

Hutan KPHL yang

Lindung dilaksanakan
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Pengemban | Jumlah unit 5 Unit 7 Unit
gan Pemanfaatan
Pemanfaata | Hasil
n Hasil Hutan Kayu,
Hutan Kayu, | Hasil Hutan
Hasil Hutan | Bukan Kayu
Bukan Kayu | dan/atau Jasa
dan/atau Lingkungan
Jasa yang
Lingkungan | dikembangka
n
Pelaksanaan luas lahan 1.754,5 Ha 12.463,5 | Ha
Rehabilitasi di | kritis yang di
Luar Kawasan | rehabilitasi
Hutan Negara
Pembangun | Luas hutan 1.065 Ha 1.503 Ha
an Hutan rakyat yang
Rakyat di dikembangka
Luar n
Kawasan
Hutan
Negara
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Penyusunan | Jumlah dokumen dokumen
Rencana dokumen Rtn | 1 1
Tahunan RHL yang
Rehabilitasi | disusun
Lahan
(RTnRL)
Pembangun | jumlah bibit | 273.835 | Batang 356.532 | Batang
an produktif
Penghijauan | yang
Lingkungan | disediakan
di Luar
Kawasan
Hutan
Negara
Pembinaan | Lokasi RHL | 16 KPH/ 16 KPH/
dan/atau yang dibina Tahura Tahura
Pengawasan | dan
dalam dimonitoring
rangka
Pengemban
gan
Rehabilitasi
Lahan
Pelaksanaan Persentase 41 | % 41 | %
Perlindungan luas kawasan
Hutan di Hutan | hutan yang
Lindung dan dilindungi
Hutan Produksi
Pencegahan | Luas 112.500 | Ha 112.500 | Ha
dan kawasan
Pembatasan | hutan yang
Kerusakan | dilindungi
Hutan
Pencegahan | Luas 211.500 | Ha 211.500 | Ha
dan kawasan
Pembatasan | hutan yang
Kerusakan dilindungi
Kawasan
Hutan
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Pencegahan | Jumlah kasus | 11 Kasus 9 Kasus
dan Tipihut yang
Pembatasan | ditangani
Kerusakan
Hasil Hutan
Koordinasi, | Jumlah Kegiatan Kegiatan
Sinkronisasi | kegiatan
dan koordinasi
Pelaksanaan | pelaksanaan
Perlindunga | perlindungan
n Hutan hutan
Koordinasi, | Jumlah titik 29 titik 30 titik
Sinkronisasi | kebakaran
dan hutan dan
Pelaksanaan | lahan yang
Pencegahan/ | ditangani
Penanggula
ngan
Kebakaran
Hutan dan
Lahan
Pelaksanaan Jumlah unit 12 Unit 10 Unit
Pengolahan pengolahan
Hasil Hutan HHBK di
Bukan Kayu tingkat tapak
(HHBK)
Pengolahan | Jumlah unit 12 Unit 10 Unit
Bahan Baku | pengolahan
Hasil Hutan | HHBK yang
Bukan Kayu | difasilitasi
Hayati
Pembudiday | Luasan 37 Ha 111,25 Ha
aan Hasil HHBK yang
Hutan dibudidayaka
Bukan Kayu | n
dengan
tidak
Mengurangi
Fungsi
Pokoknya
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Pelaksanaan Jumlah 11 Industri 19 Industri
Pengolahan industri HHK
Hasil Hutan yang dibina
Kayu dengan dan diawasi
Kapasitas
Produksi
<6000
m3/Tahun
Pembinaan | Jumlah Industri Industri
dan industri HHK | 11 19
Pelaksanaan | yang dibina
Pengolahan | dan diawasi
Hasil Hutan
Kayu
dengan
Kapasitas
Produksi
<6000
m3/Tahun
10 | Kawasan Program Cakupan 30.503,3 | ha 32.519 ha
Hutan dan Konservasi kawasan
Lahan yang Sumber Daya konservasi
dipertahankan | Alam Hayati dan | kewenangan
kelestariannya | Ekosistemnya provinsi yang
terlindungi
Pengelolaan Jumlah unit 1 unit
Taman Hutan Taman Hutan
Raya Raya yang
(TAHURA) dikelola
Provinsi
Pengamanan | luas kawasan | 3.155 Ha 3.155 Ha
Kawasan TAHURA
TAHURA yang
Provinsi diamankan
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Pengawetan | Jumlah TSL |1 Jenis 1 Jenis
Tumbuhan, | endemik
Satwa, serta | yang
Habitat terfasilitasi
TAHURA pengawetann
Provinsi ya
Pemulihan | Jumlah 122 Ha 122 Ha
Ekosistem kawasan
atau ekosistem
Penutupan | wilayah
Kawasan
sesuai
Rencana
Pengelolaan
TAHURA
Provinsi
Pemanfaata | Jumlah 1 unit 1 unit
n Jasa Sarpras objek
Lingkungan | wisata yang
TAHURA dibangun
Provinsi
Penguatan Jumlah KTH |2 Kelompok | 2 Kelompok
Kapasitas mitra
dan konservasi
Pemberdaya | Tahura yang
an terbentuk
Masyarakat
di sekitar
TAHURA
Provinsi
Perencanaan | Jumlah 4 dokumen |2 Dokumen
Pengelolaan | dokumen
TAHURA rencana

pengelolaan

TAHURA

yang tersusun
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Perlindungan Jumlah 24 Penangkar | 8 Penangkar
Tumbuhan dan | penangkar
Satwa Liar TSL non
yang Tidak appendix
Dilindungi yang tertib
dan/atau Tidak | aturan
Masuk dalam
Lampiran
(Appendix)
CITES
(Convension
On
International
Trade In
Endangered
Species) untuk
Kewenangan
Daerah
Provinsi

Pengendalia | Jumlah 24 Penangkar | 8 Penangkar
n dan penangkar
Pengawasan | TSL non
Tumbuhan | appendix
dan Satwa yang tertib
Liar yang aturan
tidak
Dilindungi
dan/atau
Tidak
Masuk
dalam
Lampiran
CITES
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Pengelolaan Jumlah KEE, | 8 kelompok | 8 kelompok
Kawasan Cagar Biosfer
Bernilai dan Geopark
Ekosistem yang
Penting, terkelola
Daerah
Penyangga
Kawasan
Suaka Alam
dan Kawasan
Pelestarian
Alam
Penguatan Jumlah 16 Kelompok | 16 Kelompok
Kapasitas kelompok
dan masyarakat
Pemberdaya | pada KEE
an yang
Masyarakat | ditingkatkan
di Kawasan | kapasitasnya
Bernilai
Ekosistem
Penting
Kewenanga
n Daerah
Provinsi
Pengelolaan | Jumlah KEE | 8 Kelompok | 8 Kelompok/
Daerah dan cagar / Lembaga Lembaga
Penyangga | biosfer yang
di Kawasan | difasilitasi
Bernilai pengembanga
Ekosistem nnya
Penting
Kewenanga
n Daerah
Provinsi
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11 | Berkurangnya | Program Persentase 13,27 % 13,27 %
Lahan Kriits Pendidikan dan KTH yang
Pelatihan, meningkat
Penyuluhan dan kelasnya
Pemberdayaan
Masyarakat di
Bidang
Kehutanan
Pelaksanaan Jumlah 9 Kelompok | 30 Kelompok
Penyuluhan kelompok
Kehutanan Perhutanan
Provinsi dan Sosial (PS)
Pemberdayaan | yang
Masyarakat di | meningkat
Bidang kelasnya
Kehutanan
jumlah 100 Orang 73 Orang
Peningkatan | penyuluh
Kapasitas yang
dan ditingkatkan
Kompetensi | kapasitasnya
Penyuluh
Kehutanan
dan SDM
Bidang
Kehutanan
Penguatan Jumlah 30 Kelompok |5 Kelompok
dan kelompok
Pendamping | tani yang
an ditingkatkan
Kelembagaa | kelasnya dari
n Kelompok | Blue ke
Tani Hutan | Gold/Madya
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Penyiapan | jumlah 30 Kelompok | 131 Kelompok
dan kelompok
Pengemban | perhutanan
gan sosial yang
Perhutanan | difasilitasi
Sosial pembentukan
nya
12 | Berkurangnya | Program Peningkatan | 4 DAS 4 DAS
Lahan Kiriits Pengelolaan fungsi dan
Daerah Aliran daya dukung
Sungai (DAS) wilayah DAS
prioritas
Pelaksanaan Jumlah DAS | 4 DAS 4 DAS
Pengelolaan yang
DAS Lintas dipelihara
Daerah dan
Kabupaten/Kot | dipulihkan
a dan dalam fungsinya
Daerah
Kabupaten/Kot
a dalam 1
(satu) Daerah
Provinsi
Penyusunan | jumlah 1 Dokumen |1 Dokumen
dan dokumen
Penetapan rencana
Rencana pengelolaan
Pengelolaan | DAS yang
DAS disusun
Optimalisasi | Jumlah 6 Lembaga |1 Lembaga
Fungsi dan | lembaga
Daya pengelolaan
Dukung DAS yang
Wilayah dikembangka
DAS n
Penerapan Jumlah 247 Unit 270 Unit
Teknik bangunan
Konservasi | Konservasi
Tanah dan Tanah dan
Air di Air yang
Wilayah dibuat
DAS

104| LAKIP Tahun 2021




Terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas LHK NTB telah mencapai
PAD sebesar Rp. 6.116.245.244,- atau melampaui 83,44 % dari target yang ditetapkan.
Target PAD Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 7.330.313.772,- bersumber dari
pelayanan jasa cetak peta, uji laboratorium, jasa usaha pemanfaatan HHBK, dan jasa
lingkungan/tempat rekreasi. Berikut adalah rincian pencapaian PAD Dinas LHK dari

berbagai sumber.

Tabel 3. 34 Realisasi PAD Dinas LHK Tahun 2021

TARGET DPA .
NO JENIS PAD OBJEK PERUBAHAN CAPAIAN %
I.  RETRIBUSI 2.951.104.000 765.702.775,00 25,95
1 |Ret. Jasa Umum Cetak Peta 16.075.000 4.690.000 29,18
o |Ret. Pemakaian Kek. “Lab. Ling. | 629.988.000 448.695.500 71,22
Daerah
*Jasa P3
Hasil i 28.209.000 -
Hutan
3 | Ret Pnj. Prod. Usaha | ppype 1.214.831.000 114.510.9000 9,43
Daerah
Ret. Tempat
4 |Ret. Jasa Usaha . 1.090.210.000 169.597.375 15,56
Rekreasi
II.  LAIN-LAIN PAD
YANG SAH 469.933.300 2.445.150.618,00, 520,32
| | Hasil Kerja Sama Daerah | /28118 HHBK, 1535 135 000 517.321.944 216,33
Layanan B3 medis
Penerimaan
2 |Komisi/Potongan/Bentuk | Kontribusi [UPJL 230.796.300 1.927.828.674| 835,29
Lain
TOTAL PAD 3.421.037.300 3.210.853.393 93,86

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan di atas masih menghadapi beberapa permasalahan/kendala dalam
penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut

Tabel 3. 35 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2021
MISI/ PROGRAM
UNGGULAN PERMASALAHAN SOLUSI
MISI 4/ NTB Maraknya 1) Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap
HIJAU penebangan dan informasi dari salah satu KPH langsung
peredaran hasil hutan ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau
kayu illegal di yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil
hutan illegalnya
kawasan hutan 2) Operasi pengamanan hutan gabungan
3) pendekatan ke masyarakat
4) adanya kebijakan Gubernur berupa instruksi
Gubernur perihal Moratorium Penebangan dan
Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tingginya aktivitas | 1) Peningkatan pengawasan oleh KPH
masyarakat dalam 2) Pembinaan kepada masyarakat, agar diarahkan
Kawasan Hutan untuk pemanfaatan kawasan hutan secara legal
terutama disekitar
lokasi RHL
MISI 4 /NTB ZERO | Belum optimalnya Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti
WASTE penanganan sampah | APBN dan CSR dari pihak swasta, serta

karena jumlah sarana
angkutan sampah di
Kabupaten/Kota
masih minim (17%
dari kebutuhan).

mendrong Pemerintah Desa untuk pengadaan
sarana pengangkutan

Banyak tempat
pengolahan sampah
(TPS3R) yang tidak
aktif

Revitalisasi TPS3R terutama lembaga pengelola
dan perlu pendampingan yang lebih intensive dari
DLHK NTB dan DLH Kab/Kota

Belum tersedia data
infrastruktur
pelayanan
persampahan
berbasis desa

Bekerjasama dengan DPMPD untuk melibatkan
pendamping desa dalam pengumpulan data

Kabupaten/Kota
masih fokus pada

Berkolaborasi dengan DLH Kab/Kot. dalam
sosialisasi gerakan pilah dan olah sampah dari
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MISI / PROGRAM

UNGGULAN PERMASALAHAN SOLUSI
penanganan sampah. | rumah, serta berkerjasama dengan perguruan
tinggi untuk pendampingan dan pengambdian
masyarkat
Belum optimalnya Mendorong tumbuhnya inisatif dari kelompok-
skema pengurangan | kelompok masyarkat dalam pengelolaan sampah
sampah berbasis secara mandiri dan mengintensifkan
desa, sedangkan saat | pendampingan terhadap kegiatan pengolahan
ini Pemdes masih sampah yang sudah ada seperti bank sampah
fokus BTT untuk
stimulus ekonomi.
Masih minimnya Mendorong partisipasi masyarakat melalui
keterlibatan sosialiasi dan edukasi gerakan pilah dan olah
masyarakat dalam sampah dari rumah, sereta revitalisasi gotong
pengelolaan sampah | royong
(khususnya 3R)
Belum adanya Mendorong pihak swasta untuk pembangunan
industri pengolahan | pusat-pusat pengolahan sampah, merealisasikan
sampah bersekala rencana Pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah
besar di NTB Terpadu di Buwun Mas Lombok Barat, dan
mencari pendanaan di luar APBD untuk
pembangunan Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) di setiap Kabupaten/Kota
MISI S/ Data potensi HHBK | Perlu dilakukan inventarisasi potensi HHBK
INDUSTRIALISASI | unggul masih unggul di setiap KPH
berupa data
indikatif, sehingga
perhitungan
kapasitas produksi
belum bisa
dipastikan
HHBK unggul lokal | Perlu dibangun/dicari investor industry
yang cukup banyak | pengolahan rotan dan bambu laminasi di NTB,

potensinya seperti
rotan dan bambu
belum ada industri
pengolahan di
dalam daerah
sementara perajin

sehingga rantai produksi bisa menjdi lebih pendek
untuk memasok kebutuhan usaha perajin di dalam
daerah.
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MISI / PROGRAM
UNGGULAN

PERMASALAHAN

SOLUSI

dan usaha pengolah
lanjutan cukup
banyak di NTB,
sehingga bahan
baku harus dibawa
ke Surabaya atau
Bali untuk diolah di
sana dan kemudian
dibeli kembali oleh
perajin NTB untuk
dibuat barang
kerajinan

Produksi HHBK
unggul skala
kelompok (kopi,
gula aren/semut,
madu, minuman
serbuk mpon?2)
masih belum bisa
memenuhi
permintaan pasar
secara kontinyu,
karena terkendala
faktor modal, bahan
baku, dan faktor
manajemen lainnya

Perlu dihubungkan dengan link2 perbankan untuk
bisa mengakses pinjaman lunak dll.

Perlu pendampingan yang lebih intensif terutama
dari penyuluh agar kelompok dapat mengelola
bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik
dari segi kuantitas kualitas dan kontinuitasnya.

Perlu terus diberikan peningkatan kapasitas petani
khususnya dalam hal manajemen usaha.

Database usaha
Kelompok
Pengolahan HHBK
belum optimal dan
dinamis

Perlu di-update dilaporkan ke Dinas oleh
KPH/Tahura setiap semester atau minimal
setahun sekali mencakup progress (volume)
produksi/ bulan dan harga jualnya dari kelompok .
Data tersebut selanjutnya dituangkan dalam
bentuk catalog/direktori HHBK yang
dipublikasikan secara online dan offline dan di-
update secara berkala

Direktori HHBK tersebut selanjutnya
diitegrasikan ke NTB Mall dan aplikasi2 pasar
lainnya

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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A. Realisasi Anggaran
1. Sumber Anggaran Tahun 2021
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas LHK NTB Tahun 2019-
2023. Adapun target dan realisasi anggaran per program kegiatan Dinas LHK NTB
Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1.1  Sumber Dana APBD 2021
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas LHK
Provinsi NTB Tahun 2021, jumlah alokasi anggaran Tahun 2021 adalah sebesar
Rp. 108.814.342.193. Adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :
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Tabel 3. 36 Realisasi per Program untuk Tahun 2021

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Program

Pagu (Rp)

Realisasi

Rp.

%

Menurunnya beban
pencemar air yang
bersumber dari
usaha/kegiatan

Persentase
usaha/kegiatan
dengan sistem
pembuangan limbah
sesuai standar

Program Perencanaan
Lingkungan Hidup

273.975.200

258.541.125

94,37

Program
Pencemaran
Kerusakan
Hidup

Pengendalian
dan/atau
Lingkungan

3.186.818.799

2.997.200.202

94,05

Program Pengelolaan
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)

23.583.400

23.507.400

99,68

Program Pengendalian
Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan
Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

23.083.400

22.843.091

98,96

Program Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)

1.142.444.500

1.082.404.621

94,74

Program Penanganan
Pengaduan Lingkungan

159.599.000

134.315.335

84,16
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Realisasi

Daerah Aliran Sungai
(DAS)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) Rp %
Hidup
Meningkatnya Persentase titik Program Peningkatan 196.834.200 195.605.980 99,38
kualitas udara pantau udara Pendidikan, Pelatihan
perkotaan perkotaan yang dan Penyuluhan
memenuhi standar Lingkungan Hidup untuk
baku mutu ambien Masyarakat
Kawasan Hutan dan | Persentase luas | Program Pengelolaan 6.980.923.206 5.960.251.225 93,30
Lahan yang | kawasan hutan dan | Hutan
dipertahankan lahan lestari
kelestariannya
Program Konservasi 786.436.310 728.461.375 92,63
Sumber Daya Alam
Hayati Dan
Ekosistemnya
Program Pendidikan dan | 2.224.282.700 2.068.611.166
Pelatihan, Penyuluhan 93,00
dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang
Kehutanan
Berkurangnya lahan | Persentase penurunan | Program Pengelolaan 9.320.695.100 9.248.565.514 99,23
kritis lahan kritis Hutan
Program Pengelolaan 3.430.124.500 3.303.514.393 96,31
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Realisasi

Pengurangan Sampah

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) R Y
p. °
Meningkatnya Persentase Program Pengelolaan 5.477.661.650 4.580.898.600 86,23
Cakupan Penanganan | Penanganan Sampah | Persampahan
Sampah
Meningkatnya Presentase Program Pengelolaan 2.620.467.800 2.401.757.539 91,65
Cakupan Pengurangan Sampah | Persampahan

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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Tabel 3. 37 Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

No | Tahun Pagu (Rp)

BTL BL Total
1 12020 45.464.306.891 | 56.076.604.743 | 101.540.911.634
2 12021 108.814.342.193 108.814.342.193

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021

Jika dibandingkan dengan Tahun 2020, jumlah anggaran pada Tahun 2021 mengalami

peningkatan sebesar = 7,16 %. Terjadi penurunan capaian realisasi, dimana pada Tahun
2021 capaian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
menurun 1,7% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Realisasi per Belanja Realisasi (%)
No Tahun -
BTL BL Keu Fisik
1 2020 44.186.367.761 52.837.911.960 95,55 97,59
(97,19%) (94,22%)
2 2021 102.122.600.533 93,85 99,60

Sumber : Dinas LHK NTB, 2021
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BAB IV. PENUTUP

Laporan  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2021 ini merupakan
pertanggungjawaban  tertulis  atas  penyelenggaraan = pemerintahan = yang  baik
(Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi amanat sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
SAKIP dan Dberdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan
tugas ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Bidang
Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
NTB Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terjadi penurunan capaian realisasi, dimana pada Tahun 2021 capaian realisasi anggaran
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Adapun beberapa capaian program Dinas LHK menunjukkan hasil yang melebihi dari yang
telah ditargetkan sebagai berikut :

a. Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar sebesar
50%

b. Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien

sebesar 100%

Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari 41%

Persentase penurunan lahan kritis sebesar 1,85%

Presentase Penanganan Sampah sebesar 39,68%

Presentase Pengurangan Sampah sebesar 9,34%

™o a0

3. Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian program unggulan yaitu :

a. Maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan

b. Belum optimalnya penanganan sampah karena jumlah sarana angkutan sampah di
Kabupaten/Kota masih minim (17% dari kebutuhan)

c. Belum optimalnya skema pengurangan sampah berbasis desa

d. Produksi HHBK unggul skala kelompok masih belum bisa memenuhi permintaan
pasar secara kontinyu, karena terkendala faktor modal, bahan baku, dan faktor
manajemen lainnya

4. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang
lebih baik ke depannya antara lain :
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a. Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung
ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil
hutan illegalnya.

b. Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti APBN dan CSR dari pihak swasta,
serta mendrong Pemerintah Desa untuk pengadaan sarana pengangkutan.

c. Mendorong tumbuhnya inisatif dari kelompok-kelompok masyarkat dalam pengelolaan
sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan terhadap kegiatan
pengolahan sampah yang sudah ada seperti bank sampah.

d. Melakukan pendampingan yang lebih intensif terutama dari penyuluh agar kelompok
dapat mengelola bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik dari segi kuantitas
kualitas dan kontinuitasnya, serta melakukan peningkatan kapasitas petani khususnya
dalam hal manajemen usaha.

Demikian =~ Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 ini
dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. Laporan ini  diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyempurnaan pelaksanaan
program kegiatan di masa mendatang.
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